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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif A tidak dilambangkan 
ب Ba B bc 
ت Ta T tc 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas 
ج Jim J je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha K ka dan ha 
د Dal D de 
ذ Zal Z zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R er 
ز Zai Z zet 
س Sin S es 
ش Syin S es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
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غ Gain G ge 
ف Fa F ef 
ق Qaf Q qi 
ك Kaf K ka 
ل Lam L el 
و Mim M em 
ٌ Nun N en 
و Wau W we 
ھ Ha H ha 
ء Hamzah „ apostrof 
ي Ya Y ye 
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ ا Fathah a a 
َ ا Kasrah i i 
َ ا ḍammah u u 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َي fatḥah dan yā’ ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh : 
  َْفي  ك : kaifa 
  َلْى ھ : haula 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat 
dan Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
...ي َ َ|ا ... fathah dan alif atau ya’ a a dan garis di 
atas 
ي kasrah dan ya’ i i dan garis di 
atas 
 َو dammah dan wau u u dan garis di 
atas 
Contoh  
 َتا  ي: mata 
ًَ ي  ر : rama 
ََْمْي ق : qila 
َ َتْى  ً  ي : yamutu  
4. Tā’ marbūṫah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟  marbūṫah yang 
hidup Ta‟marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) 
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dilambangkan dengan huruf "t". ta‟marbutah yang  mati (tidak berharakat) 
dilambangkan dengan "h".  
Contoh:  
َ َلَ  فْط لأْا  َة  ض  و  ر  : raudal al-at fal 
ََ ة ه  ضَا فنْا  َة ُْيَ  د  ً ْن ا  : al-madinah al-fadilah 
ة ً ْك  حْن ا   : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  
transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut. 
Contoh:  
ا َُّب  ر: rabbana 
ا ُْي َّج َ: najjainah 
6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 
sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 
sandang tersebut.  
  Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya. 
Contoh: 
َ ة ف  سْه فْن ا: al-falsafah 
 َد لا بْن ا: al-biladu 
7. Hamzah  
Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa 
hamzah ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  
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terletak  di tengah  dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  
ia  tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal 
َ َتْر  ي أ : umirtu 
2. Hamzah tengah 
 ٌَ ْو  ر  ْيأ ت: ta’ muruna 
3. Hamzah akhir 
 َءْي  ش: syai’un 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia          
Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  
yang  sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  
harakat  yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  
tersebut  bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula 
dirangkaikan. 
Contoh:  
Fil Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al-Jalalah (ه لالَّ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
ََ َّالََّ  ٍ ْي  د :Dinullah 
للهاب     : Billah 
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Adapun ta‟ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafaz al-jalalah,  
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
َْههَّناَ ة  ً ْح  رَْي فىه : Hum fi rahmatillah 
10. Huruf Kapital     
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  
yang berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk 
menuliskan huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata 
sandang, maka yang  ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  
nama  diri  tersebut, bukan huruf awal dari kata sandang. 
Contoh:   
Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
Wa ma Muhammadun illa rasul 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subhānahū wa ta„ālā 
saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 
H  = Hijriah 
M  = Masehi 
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 
HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
NAMA      :   NANDA JUNIARSI  
NIM      :   10100115144 
JUDUL SKRIPSI    : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT 
BOTTEH SUKU BAJO DI DESA KABALUTAN 
KECAMATAN TALATAKO  KABUPATEN TOJO 
UNA-UNA SULAWESI TENGAH. 
  
Skripsi ini membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat 
Botteh Suku Bajo Di Desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-
Una Sulawesi Tengah, tidak dapat dipastikan bahwa prosesi perkawinan di 
Indonesia sangat erat kaitannya dengan Budaya atau Adat masing-masing yang 
berlaku diseluruh desa pada umumnya dan di daerah Kecamatan Talatako pada 
khususnya di Desa Kabalutan, dimana prosesi perkawinan Adat ini perlu diketahui 
dari segi Hukum Islam. Tujuan yang akan dicapai dalam skripsi ini adalah 
mengetahui proses pelaksanaan adat istiadat perkawinan pada masyarakat talatako 
kabupaten tojo una-una kabalutan, serta mengetahui proses adat Botteh suku Bajo 
ditinjau dari Hukum Islam. 
 Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 
penelitian yang dilakukan Langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data 
yang lengkap dan valid mengenai Adat Botteh Kecamatan Talatako yang 
dilaksanakan di desa Kabalutan kecamatan Talatako kabupaten Tojo Una-Una 
Sulawesi Tengah. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah syar‟i, yuridis, 
dan sosial. Yakni mengkaji data yang ada di Desa Kabalutan kemudian dianalisis 
berdasarkan prinsip hukum Islam. Dan teknik pengumpulan datanya adalah 
interview. Interview ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara 
mewawancarai para informan, wawancara dilakukan dengan pemerintah setempat 
seperti pemangku Adat, serta masyarakat yang melakukan Adat istiadat Botteh 
(Perkawinan).  
 Penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi Adat Botteh (Perkawinan) Desa 
Kabalutan tidak jauh berbeda dengan proses pekawinan pada umumnya dan sesuai 
dengan syari‟at Islam antara lain massuro, sibukke, madutai ,kurintinigi, law 
pabbotengang, resepsi, namarola. Namun, ada satu proses yang tidak terdapat 
dalam syari‟at Islam tetapi menjadi suatu syarat mutlak yang menjadi kewajiban 
bagi suku Bajo khususnya bagi calon mempelai pria, yaitu membawa Gindes. 
 Implikasi penelitian dalam skripsi ini adalah melakukan pendekatan 
persuasif kepada masyarakat setempat terutama kepada adat, kepala desa, maupun 
pemerintah, pendekatan syar‟i yaitu melakukan dakwah Islamiyah tentang adat 
tersebut sedikit demi sedikit, pendekatan sosiologis yaitu melakukan pendekatan 
kepada golongan muda maupun  tua tentang adat tersebut yang bertentangan 
dengan Hukum Islam. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan. Ada 
langit ada bumi, ada siang ada malam, ada kanan ada kiri, ada atasa ada bawah, 
dan ada laki-laki ada perempuan. Perjodohan manusia dengan manusia merupakan 
hal yang sangat terhormat dan disebut dengan “Nikah” karena disertai dengan 
syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh agama.
1
 
Pernikahan/perkawinan adalah merupakan hal yang sangat  menarik untuk 
di perbincangkan, apalagi masalah sistem perkawinan suku Bajo di desa 
Kabalutan kecamatan Talatako kabupaten Tojo Una-Una, dimana sistem adat 
istiadatnya masih kental khususnya masalah perkawinan.  
Ada budaya yang berkembang di desa itu bahwa pria yang menikah 
dengan wanita suku Bajo, si wanita tidak boleh dibawa keluar dari desa tersebut 
meski sudah beranak pinak. Begitupun apabila keduanya berasal dari suku Bajo si 
wanita juga tidak bisa meninggalkan pulau  mereka. Peraturan lainnya juga jika 
pria dan wanita yang ditemukan sedang berduaan (berpacaran) diluar rumah akan 
langsung dinikahkan secara adat.   
Budaya semacam itulah yang menjadikan wanita sebagai korban, karena 
masih muda sudah manjadi janda. Orang tua mendesak bila mana suami 
                                                             
1
Eko Harianto, Manusia  Diciptakan  Berpasang-Pasangan, Ekoharianto (24 Januari 
2010),https://ekoharianto.wordpress.com/2010/01/24/manusia-diciptakan-berpasangpasangan/, 29 
Januari 2019. 
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meninggalkan istrinya keluar pulau, maka langsung diminta cerai supaya si gadis 
bisa di nikahkan lagi dengan lelaki lain.
2
 Karena di dalam al-Qur‟an dijelaskan  
bahwa wanita muslimah memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya sebagai 
bentuk ibadah dalam hal berumah tangga salah satunya adalah ayat al-Qur‟an 
yang berkenaan dengan kewajiban wanita setelah menikah disebutkan dalam 
surah an-Nisa /4: 34
3
 
                             
                             
                              
          
Terjemahnya : 
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 
sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah 
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, 
oleh karena Allah telah memelihara (mereka).
4
 
 
Maka wanita yang sholehah ialah yang taat kepada Allah dan memelihara 
diri ketika suaminya tidak ada menurut apa yang Allah kehendaki. Di dalam 
islam, suami adalah pemimpin bagi  wanita. Hal ini bukan berarti segala apa yang 
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dilakukan dan diperintahkan oleh suami harus semuanya ditaati. Tentu saja aturan 
suami atau perintah dan nasehat yang berhubungan dan tidak di kontradiksi 
dengan apa yang Allah perintahkan.
5
 
Integral dari syari‟at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan 
akhlak Islam. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan 
perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan 
berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang biasa diharapkan memiliki 
nilai transcendental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan 
dengan syari‟at Islam.6 
 Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan 
berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia hewan maupun pada 
tumbuhan-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt.. sebagai 
jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.  
 Perkawinan atau nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan 
antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan menimbulkan 
hak dan kewajiban antara keduanya. Pada dasarnya pernikahan itu itu 
diperintahkan oleh syara‟ sesuai dengan ayat dibawah ini:  
 “Maka kawinilah wanita –wanita yang kamu senangi, dua tiga atau empat 
kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka kawinilah satu saja” 
Selanjutnya beberapa pendapat tentang pengertian perkawinan, yaitu 
menurut UU Nomor 1 tahun 1974  Pasal 1 tentang perkawinan. “perkawinan 
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adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 
istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.7 
 Dari definisi diatas dapat disimpulkan perkawinan merupakan suatu ikatan 
lahir batin dari seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam 
menaati perintah Allah dan merupakan suatu perbuatan ibadah. Berikut adalah 
suruhan Allah swt. dalam Al – Qur‟an untuk melaksanakan perkawinan, Firman-
Nya dalam Qs an-Nur/24:32.
8
 
                            
             
Terjemahnya: 
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 
dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin 
Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha 
Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.
9
 
 
 Dalam sejerah hukum Islam, „adah (dalam bahasa Arab sinonim dengan 
kata „urf) memiki sejarah semantik yang menarik. Secara literal, kata „adah berarti 
kebiasaan, adat, atau praktek, sementara kata ‘urf adalah “sesuatu yang telah 
diketahui”. „adah lebih berhubungan dengan dengan kebiasaan sekelompok kecil 
orang tertentu saja.  
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Peran aktual adat di dalam penciptaan hukum senantiasa terbukti lebih 
penting daripada apa yang kita duga sebelumnya. Demikian pula, dalam banyak 
hal adat terbukti dipakai tidak hanya dalam kasus-kasus yang tidak terdapat dalam 
Al-qur‟an dan Hadits. Lebih dari itu, fakta menunjukkan bahwa sejak masa awal 
pembentukan hukum Islam kriteria adat lokal justru cukup buat mengalahkan 
praktek hukum yang dikabarkan berasal dari Nabi sendiri. 
Pada masa Nabi Muhammad, orang-orang yang di dataran Arab telah 
mengadopsi berbagai macam adat. Praktek adat ini, dalam banyak hal, telah 
mempunyai kekuatan hukum dalam masyarakat. Walaupun hukum adat tidak 
dilengkapi oleh sanksi maupun suatu otoritas, perannya yang penting di dalam 
masyarakat tidak meragukan lagi.
10
 
Tradisi di daerah ini memang cukup banyak dan beraneka ragam, tetapi 
dalam mengikuti tradisi tersebut hendaknya masyarakat memilih agar tidak 
melenceng dari ajaran agama Islam sehingga membuat kita dapat terjerumus 
kedalam kemusyrikan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut. 
Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana proses 
pelaksanaan adat suku Bajo, apakah sudah sesuai dengan konsep syari‟at Islam 
atau belum.    
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Melihat permasalahan tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT 
BOTTEH SUKU BAJO DI DESA KABALUTAN KECAMATAN 
TALATAKO KABUPATEN TOJO UNA-UNA SULAWESI TENGAH.  
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus  
1. Fokus penelitian  
Adapun ruang lingkup atau fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis 
menyangkut beberapa alasan, antara lain perkawinan adat istiadat suku Bajo di 
desa Kabalutan kecamatan Talatako kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah. 
Selain itu penulis juga melakukan penelitian di lingkungan masyarakat kecamatan 
Talatako guna untuk mengetahui akibat dari permasalahan perkawinan adat 
istiadat tersebut.  
2. Deskripsi fokus  
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan dapat memahami judul penulisan 
ini, maka penulis akan mendeskripsikan pengertian judul yaitu “Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Adat Botteh Suku Bajo Di Desa Kabalutan Kecamatan Talatako 
Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah” 
a. Hukum Islam terdiri dari dua kata yaitu hukum dan Islam. Hukum 
berarti peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau adat yang berlaku 
bagi semua orang di suatu tempat. Sedangkan Islam adalah agama 
pelengkap dan penutup dari semua agama-agama yang diturunkan 
berdasarkan al-Qur‟an kepada Nabi Muhammad melalui malaikat 
jibril. Jadi hukum islam adalah peraturan yang dirumuskan 
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berdasarkan wahyu Allah dn sunnah Rasul yang bersifat mengikat bagi 
pemeluk agama Islam.
11
 
b. Botteh dapat juga diartikan dengan kata mari jo kita kaweng dalam 
bahasa Bajo yang berarti perkawinan. Perkawinan berarti membentuk 
keluarga dengan lawan jenis dan melakukan hubungan kelamin atau 
bersetubuh.
12
 
c.  Adat adalah kebiasaan atau segala bentuk aktifitas masyarakat yang 
dilakukan dan didasari oleh keyakinan dan kepercayaan yang 
dianutnya yang diwariskan secara turun menurun.
13
 
d. Suku Bajo adalah suku yang dikenal sebagai pelaut ulung yang hidup 
matinya berada di atas lautan. Dan sangat kental akan adat istiadatnya  
Bahkan perkampungan mereka pun dibangun jauh menjorok ke arah 
lautan bebas, tempat mereka mencari penghidupan. Mayoritas 
penduduk suku Bajo memeluk agama Islam.
14
 
Dengan adanya beberapa pengertian diatas maka lahirlah sebuah judul 
“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT BOTTEH SUKU BAJO 
DI DESA KABALUTAN KECAMATAN TALATAKO KABUPATEN TOJO 
UNA-UNA SULAWESI TENGAH” 
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C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 
pokok masalah  “ Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Botteh Suku 
Bajo di Desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi 
Tengah?”. Atas dasar pokok masalah maka, muncullah sub masalah :  
1. Bagaimana proses pelaksanaan adat istiadat perkawinan pada masyarakat 
Talatako kabupaten Tojo Una-Una di desa Kabalutan? 
2. Bagaimana proses adat Botteh suku Bajo ditinjau dari Hukum Islam? 
D. Kajian Pustaka  
Dalam melakukan penelitian ini, selain menggunakan teori-teori yang 
releven. Penelitian juga melakukan kajian-kajian tentang penelitian yang 
dilakukan sebelumnya oleh para peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu ini akan 
membantu peneliti dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan secara lebih 
rinci. Oleh karena itu, selanjutnya akan dikemukakan beberapa penelitian yang 
telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang releven dengan penelitian :  
Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng dalam bukunya yang berjudul 
Fikih II, tahun 2010, mengemukakan di dalamnya memberikan gambaran tentang 
pendapat para ulama terkait pernikahan dan menjelaskan tentang dasar hukum 
terhadap pelaksanaan pernikahan dalam fikih Islam. Sedangkan dalam skripsi ini 
akan membahas menganai pelaksanaan pernikahan oleh suku Bajo yang mana 
disesuaikan dengan hukum Islam.
15
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H. Djamaan Nur dalam bukunya yang berjudul Fikih Munakahat, tahun 
1993, mengemukakan tentang perkawinan, hukum nikah,dan hikmah nikah, yang 
berkaitan dengan penelitian penulis. Sedangkan dalam skripsi ini hanya 
membahas mengenai perkawinan di suku Bajo.
16
 
Soerjono Soekanto dalam bukunya  yang berjudul Hukum Adat Indonesia, 
tahun 2015, menjelaskan tentang masalah hukum adat yang di analisis dengan 
menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis, dan antropologis. Sedangkan dalam 
skripsi ini hanya membahas mengenai suku Bajo khusunya dalam masalah 
perkawinan.
17
 
Nur Aida dalam skripsi yang berjudul Perkawinan Suku Makassar Di 
Kecamatan Lainea Kabupaten Kendari Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, 
tahun 2004, yang membahas mengenai perkawinan berdasarkan tinjaunan hukum 
Islam. Dalam skripsi ini juga akan membahas mengenai perkawinan yang 
berdasarkan dengan tinjauan hukum Islam, namun yang menjadi pembeda yaitu 
lokasi penelitian yang nantinya akan dilakukan pada suku Bajo di desa Kabalutan 
kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah
18
 
Ellen Suryanegara, dkk dalam jurnal yang berjudul Perubahan Sosial pada 
Kehidupan Suku Bajo, pada tahun 2015, yang membahas mengenai pola hidup 
masyarakat suku Bajo yang mulai berubah karena perkembangan zaman, 
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sedangkan dalam skripsi ini akan membahas mengenai pernikahan di dalam 
masyarakat suku Bajo saja.
19
 
E. Tujuan Dan Kegunaan  
1. Tujuan penelitian  
Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam melakukan penelitian ini 
ialah :  
a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan adat istiadat perkawinan pada 
masyarakat Talatako kabupaten Tojo Una-Una di desa Kabalutan.  
b. Untuk mengetahui proses adat Botteh  suku Bajo ditinjau dari 
Hukum Islam  
2. Kegunaan penelitian  
Selain tujuan tentunya penulis ini juga mempunyai beberapa kegunaan, 
adapun kegunaannya adalah sebagai berikut : 
a. Kegunaan  Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada 
umumnya dan juga pada masyarakat yang khususnya, serta yang berminat 
meneliti lebih lanjut mengenai perkawinan adat suku Bajo di desa kabalutan.  
b. Kegunaan Praktis  
1. Sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang perkawinan adat 
suku Bajo. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat 
pada penelitian yang sama dengan penelitian ini.  
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2. Untuk memberikan pemasukan pemikiran dalam bidang hukum 
perkawinan Islam untuk menangani faktor-faktor yang dapat 
menyebabkan tidak terjadinya perkawinan.  
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS  
 
A. Tinjauan  Umum Tentang Hukum Islam  
1. Pengertian Hukum Islam 
Hukum Islam ditinjau dari produk pemikiran hukum, meliputi :  
a. Produk pemikiran Fikih 
b. Produk pemikiran Fatwa Ulama 
c. Produk pemikiran Yurisprudensi  
d. Produk pemikiran Undang-Undang  
e. Dan pemikiran teori sosiologi Hukum  
Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan 
dengan sumber dan ajaran Islam. Yaitu hukum (pidana Islam). Namun demikian, 
tidak tertutup kemungkinan untuk digunakan dalam pidana Islam, yang juga akan 
diterapkan dalam kehidupan masyarakat Islam, baik lokal maupun nasional.  
Dalam kamus hukum dijelaskan, bahwa hukum Islam (Indonesia) atau 
hukum syara‟ adalah peraturan-peraturan dan ketenuan-ketentuan yang berkenaan 
dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur‟an dan hadits. Pengertian hukum Islam 
atau hukum syara‟ menurut istilah ulama ushul, adalah dokrin (khitab) syari‟ yang 
bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau 
diperintah memilih atau berupa ketetapan (taqrir).  
Dari pengertian tentang hukum Islam tersebut, maka dapat dipahami 
bahwa hukum Islam meupakan istilah yang dikembangkan dan dibakukan di 
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Indonesia. Dengan demikian hukum Islam di Indonesia dalah peraturan-peraturan 
yang diambil dari wahyu dan diformulasikan kedalam lima produk pemikir 
hukum yaitu, fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan, dan undang-undang, serta 
sosiologi hukum yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di 
Indonesia.  
Secara umum dipahami bahwa hukum Islam merupakan peraturan yang 
telah dibakukan di Indonesia untuk dijadikan sebagai produk pemikiran hukum di 
Indonesia. Hukum Islam juga merupakan bagian dari hukum nasional, karena 
hukum nasional yang berlaku di Indonesia adalah bersumber dari tiga sumber 
hukum, yaitu: hukum adat, hukum Barat, dan hukum Islam. Hukum Islam 
dijadikan sebagai hukum nasional bagi umat Islam setelah diundangkannya 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 
Desember 1989. Kemudian diperkuat lagi setelah penyatuan atap lembaga-
lembaga peradilan di Mahkamah Agung Republik Indonesia hingga 
dikeluarkannya amandemen undang-undang tersebut.
1
 
Hukum Islam sebagai hukum tertulis pertama kali diterapkan pada abad 
pertama Hijriah  di Madinah oleh Nabi Muhammad Saw. Dengan dasar Konstitusi 
Piagam Madinah. Dalam muqaddimah piagam tersebut dijelaskan, bahwa Piagam 
Madinah tertulis dari nabi Muhammad saw. Berlaku dikalangan orang-orang yang 
beriman dan memeluk agama Islam yang berasal dari suku Quraisy dan Yasrib. 
Juga berlaku bagi orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri, dan 
berjuang bersama mereka.  
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Di indonesia, dalam sejarah sosial hukum Islam telah dijadikan sebagai 
tatanan hidup yang tumbuh dan berkembang sejam masuknya Islam di Indonesia 
pada abad VII Masehi dibelahan bumi serambi Mekkah (Aceh). Islam merupakan 
bagian terpenting dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya bangsa 
indonesia, mulai masuknya atau kedatangannya Islam, fase kesultanan, zaman 
penjajahan, masa kemerdekaan hingga saat ini. 
Keberadaan dan eksistensi hukum Islam dalam penerapannya terus 
mengalami perkembangan sejalan dengan petumbuhan dan kemajuan bangsa 
Indonesia, karena penduduknya mayoritas Islam dan memiliki sumber daya 
manusia yang mempunyai kapasitas ilmu yang berkualitas.  
Hukum Islam dapat berfungsi dalam masyarakat jika telah melalui proses 
kelembagaan hukum Islam, agar menjadi bagian dari suatu lembaga sosial. 
Manusia akan menghargai hukum Islam kalau dijamin kemaslahatannya di dunia 
dan diakhira. Kalau kepatuhan terhadap hukum teah baik maka hal itu merupakan 
bagian dari ciri masyarakat yang sadar hukum.  
B. Tinjauan Umum Tentang Adat Botteh (Perkawinan)  
1. Adat  
a. Pengertian Adat  
Dalam kehidupan suatu masyarakat bagaimana pun tingkat rendahnya 
peradaban masyarakat tersebut senantiasa memiliki adat istiadat atau dengan kata 
lain tidak satupun di dunia ini masyarakat yang hidup tanpa memiliki adat istiadat 
tersendiri.  
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Menurut Vollenhouven, hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia 
bukanlah hukum Islam, malainkan hukum adat, yakni hukum yang berakar pada 
kesadaran hukum masyarakat sejak dulu, dan hukum yang telah berhasil membuat 
masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang damai dan tertib. Hukum adat 
Indonesia seperti diuraikan diatas, adalah ilmu hukum yang dapat dikatakan 
artifisial. Karena diciptakan oleh para sarjana hukum Belanda untuk kepentingan 
politik kolonialisme. Hukum adat seperti yang diciptakan itu hanya berlaku di 
kala masyarakat Indonesia masih merupakan masyarakat yang satis dan 
terbelakang.
2
 
Secara sepintas orang mengartikan bahwa hukum adat itu adalah hukum 
yang tidak tertulis. Tetapi, pendapat tersebut tidak sepenuhnya betul karena 
menurut Soediman Kartohadiprojo, hukum adat karena bentuknya tidak tertulis, 
malainkan karena hukum adat tersusun dengan dasar pikiran tertentu. Istilah 
hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda, “Adat Recht” yang 
pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronye.  
Menurut Bashar Muhammad bahwa membuat definisi mengenai definisi 
mengenai hukum adat itu sulit sekali karena:  
1. Hukum adat itu masih dalam pertumbuhan  
2. Hukum adat secara langsung selalu membawa kita kepada dua kepada 
keadaaan yang justru merupakan sifat dan pembawaan hukum adat itu, 
yakni:  
a. Tertulis atau tidak tertulis 
                                                             
2
Busthhanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Gema 
Insani Press, 1996), h. 35-39.  
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b. Pasti atau tidak pasti  
c. Hukum raja atau hukum rakyat  
Untuk mengkonkritkan pemahaman tentang apa itu hukum adat, maka 
terdapat beberapa definisi yang sempat di uraikan oleh pakar hukum, di antaranya:  
1. Menurut Prof. Dr. Soepomo  
Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam 
peraturan legislatif (untatatory law). Hukum yang hidup sebagai 
konvensi di badan-badan hukum negara (parlemen, dewan propinsi 
dan sebagainya) hukum yang hidup sebagai peraturam kebiasaan yang 
dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-
desa. 
2. Hardjito Notopuro  
Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, hukum kebiasaan 
dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam 
menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan dan bersifat 
kekeluargaan.  
3. Bushar Muhammad  
Hukum adat itu terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia 
Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan 
keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar 
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hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh 
anggota masyarakat itu.
3
 
Kata adat berasal dari bahasa Arab: Adat, ya‟udu mengandung arti: 
perulangan. Karena itu sesuatu yang dilakukan satu kali, belum dinamakan adat, 
tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang 
dilakukan tersebut. Hal ini sepanjang lebar dijelaskan al-Suyuthi dalam kitabnya 
Al-Asybah wa al-Nazhair.  
Kata adat pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu 
perbuatan yang dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbutan tersebut sudah sama-
sama dikenal dan diakui oleh banyak orang/adanya dua sudut pandang yang 
berbeda ini (dari sudut berulang kali, dari sudut yang dikenal yang menyebabkan 
timbulnya dua nama tersebut.   
Karekteristik hukum Islam adalah syumul (universal) dan waqiyah 
(kontekstual). Karena dalam sejarah perkembangan (penetapannya) sangat 
memperhatikan tradisi, kondisi (sosio kultural), dan tempat masyarakat sebagai 
objek (khitab), dan sekaligus subjek (pelaku, pelaksana) hukum. Perjalanan 
selanjutnya para imam Mujtahid dalam menerapkan atau menetapkan suatu 
ketentuan hukum (fiqh) juga tidak mengesampingkan perhatiannya terhadap 
tradisi, kondisi, dan kultural setempat terkait masalah perkawinan sepanjang tidak 
bertentangan dengan syari‟at Islam.  
Berdasarkan kaidah fiqhi yang berbunyi:  
  تًَ َّكَذُيُ ةَداَعنا  
                                                             
3
Fatimah, Studi Kritis Terhadap Pertautan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam 
Sistem Hukum Nasional (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 92-95. 
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Artinya :  
“adat dan kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”4 
 
Adat dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan 
(perbuatan dsb). Yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Dengan 
demikian, adat dapat juga mengandung arti segala bentuk aktivitas masyarakat 
yang dilakukan dengan didasari oleh keyakinan atau kepercayaan yang dianutnya 
yang di diwariskan secara turun temurun. Dalam pengertian adat ini juga 
mencakup segala aturan dan peraturan yang disertai dengan sanksi atau ganjaran 
bagi yang melanggarnya dan muncullah istilah hukam adat.  
Sanksi atau ganjaran yang dimaksud dapat berupa hukuman yang bersifat 
badaniah dapat pula berupa pengasingan dari lingkungan sosial serta kutukan dari 
sesuatu kekuatan yang diyakini oleh suatu masyarakat seperti roh nenek moyang, 
kemurkaan alam seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus dan sebagainya.  
Pada prinsipnya adat istiadat tersebut ada yang memiliki nilai yang positif 
dan negatif, Terutama jika dilihat dari pandangan ajaran Islam. Di dalam hukum 
Islam penetapan yang terdapat dan berkembang dalam masyarakat adat juga 
diakui misalnya hal yang menyangku pelaksanaan perkawinan, pelaksanaan 
peminangan, pembagian warisan, kepatuhan memberikan nafkah kepada istri, dan 
sebagainya.  
Adat yang ada di dalam hukum Islam sering disebut juga dengan “urf”, 
ialah :  
 سكُخسي سٛغ افٕناياف زاعخي ٌاكاي  
 
                                                             
4
Nur Aida, Skripsi, Perkawinan Suku Makassar Di Kecamatan Lainea Kabupaten 
Kendari Ditinjau dari Perpektif Hukum Islam, h. 10-11. 
19 
 
 
 
Artinya :  
“Sesuatu yang telah berkembang dan terkenal dalam masyarakat tidak 
dipandang jijik dan buruk.”  
Berdasarkan hal itu adat atau Urf‟ yang dapat dijadikan dasar penetapan 
hukum tersebut hanya kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya tidak tercela dan 
dipandang tidak buruk oleh masyarakat.
5
 
Dari segi bahasa arti urf‟ ialah mengetahui, kemudian dipakai dalam arti 
sesuatu yang diketahui atau dikenal, dianggap baik dan diterima oleh fikiran yang 
sehat. Dalam istilah fuqaha „urf  ialah “kebiasaan” kebanyakan orang dalam kata-
kata dan perbuatannya. Jadi unsur pembentukan „urf tersebut ialah pembiasaan 
bersama antara orang banyak, dan hal ini hanya terdapat pada keadaan terus 
menerus. Sebagai contoh ialah kebiasaan masyarakat pada perkawinan ialah 
bahwa keluarga dari pihak calon mempelai  laki-laki datang ketempat orang tua 
calon mempelai perempuan untuk meminangnya.
6
 
Seperti diketahu masing-masing daerah mempunyai kekhususan baik adat 
istiadat, kondisi sosial, iklim dan seabagainya.
7
 Oleh karena itu hukum adat 
merupakan adat istiadat, maka dapatlah dikatakan, bahwa hukum adat merupakan 
konkrotisasi daripada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat dengan 
struktur sosial dan kebudayaan sederhana.  
                                                             
5
Endang Jaelani, Tesis, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Dalam 
Perkawinan Di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Kabalutan, h. 32-34 
6
Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 
1991),  h. 89.  
7
H. Alaiddin Koto, M.A, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Cet. V1; Jakarta: Rajawali Pers, 
2016), h. 135. 
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Masalah kepatuhan hukum di dalam adat, secara analitis dapat dibedakan 
dalam paling sedikit tiga kategori kepatuhan, apabila dilihat dari sudut faktor 
penyebabnya. Ketiga kategori tersebut adalah, sebagai berikut:  
1. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan, oleh karena pemimpin-
pemimpin masyarakat yang memerintahkannya. 
2. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan, oleh karena lingkungan 
sosial menghendakinya. 
3. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan, oleh karena seseorang 
menganggapnya sebagai sesuatu yang sebanding atau adil.  
Memang perlu diakui bahwa walaupun hukum adat merupakan hukum 
yang hidup, namun tidak selalu hukum adat merupakan hukum yang sebanding 
atau adil.
8
 
b. Macam-macam ‘Urf  (Adat Istiadat) 
„Urf, baik berupa perbuatan maupun perkataan, seperti dikemukakan oleh 
Abdul Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam: 
1. Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal yang menjadi 
kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan 
yang haram dan tidak pula sebaliknya.  
2. Adat kebiasaan yang fasid (tidak benar), yaitu sesuatu yang 
menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang 
diharamkan Allah. Misalnya, menyajikan mimuman memabukkan 
pada upacara-upacara resmi, apalagi upacara keagamaan, serta 
                                                             
8
Soekanto Soerjono, Hukum Adat Indonesia , h. 338-339. 
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mengadakan tarian-tarian wanita berbusana seksi pada upacara 
yang dihadiri peserta laki-laki.
9
 
2. Pengertian Botteh  (perkawinan) 
Botteh atau perkawinan merupakan suatu  hal yang sangat penting dalam 
kehidupan manusia, karena  dianggap suatu masa peralihan dari masa remaja ke 
masa dewasa. Perkawinan adalah naluri hidup bagi manusia. Hal mana merupakan 
suatu keharusan bahkan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sanggup 
untuk melaksanakannya. Perkawinan adalah akad atau perikatan yang 
menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 
mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta rasa 
kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah swt.
10
 
Oleh karena itu, perkawinan sangat dianjurkan dalam agam Islam, bagi 
mereka yang mempunyai kesanggupan. Perkawinan adalah perintah dari Allah 
dan Rasulullah saw. Allah swt. berfirman dalam surah  QS an-Nur/24:  32:  
                            
               
Terjemahnya: 
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan 
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 
                                                             
9
H. Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017), h. 140-141.  
10
H. Abd. Kadir, Ahmad Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 
(Cet. 1;Makasssar:Indobis,2006), h. 1-3. 
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memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas 
(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.
11
 
 
Perkawinan adalah sumbu tempat berputar seluruh hidup kemasyarakatan. 
Tidak ada satu pun lembaga di dalam masyarakat yang memiliki aturan yang 
begitu ketat selain perkawinan (Fischer, 1980). Adat dan dalam hal ini syariat 
Islam bertaut sedemikian rupa di dalam sistem perkawinan sehingga terkadang 
sulit dibedakan unsur-unsur keduanya. Bahkan simbol-simbol status justru 
cenderung dikukuhkan kembali lewat upacara perkawinan. Pertautan antara 
agama dan adat itulah yang kemudian membuat sistem perkawinan di Indonesia 
amat beragam.
12
 
Nikah merupakan syariat yang paling tua, kerena adanya pernikahan antara 
laki-laki dan perempuan sudah ada semenjak Allah swt.  menciptakan menusia 
pertama, yaitu Adam a.s. dan istrinya Hawwa.
13
 Kata nikah berasal dari bahasa 
Arab  اكَاد خكَ-  خكُٚ  yang secara etimologi berarti menikah (جٔصخنا). Dalam bahasa 
Arab lafazh nikah bermakna (دقعنا), bersetubuh (ءطٕنا), dan bersenang-senang 
(عاخًخسلاا). Di samping itu, kata perkawinan juga sering menggunakan istilah ج ّٔ ش, 
dari asal kata جٔصنا yang berarti pasangan untuk makna nikah.  
Dikatakan demikian, karena dengan pernikahan menjadikan seseorang 
memiliki pasangan. Beberapa penulis terkadang menyebut pernikahan dengan 
kata perkawinan. Dalam Bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata 
                                                             
11
Khat Ustman Thaha Terjemahan Standar Kemenag Ri, Al-Qur‟an Dan Terjemah Al-
Hamid (Jakarta : Beras), h. 354. 
12
H. Abd. Kadir Ahmad Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat  h. 1-
3. 
13
H. Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam, (Malang: UIN Malang Press, 2007) h. 147.  
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“kawin” yang menurut bahasa artinya, membentuk keluarga dengan lawan jenis 
melakukan hubungan kelamin atau “bersetubuh”. Istilah “kawin” digunakan 
secara umum, untuk hewan, tumbuhan dan manusia. Berbeda dengan nikah, hanya 
digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, 
adat istiadat dan terutama agama, keduanya sudah menjadi kata yang baku dalam 
penggunaan Bahasa Indonesia (pernikahan dan perkawinan).
14
 
Perkawinan dalam KHI dalam pasal 2 perkawinan adalah pernikahan, 
yaitu akad yang sangat kuat atau miidsaaqa gholiidhan untuk menaati perintah 
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
15
 
Jadi, yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan 
batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk 
membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-
masing, dan harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Lihat pasal 1 dan pasal 2 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Setelah 
perkawinan, maka suami menjadi kepala keluarga, sedangkan istri menjadi ibu 
rumah tangga.
16
 
Dalam suku Bajo terdapat beberapa adat salah satunya adalah adat 
perkawinan yang di kenal dengan nama Botteh. Botteh dalam proses 
                                                             
14
Muhammad Saleh Ridwan  Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum 
Nasional, h. 7. 
15
Alimuddin, Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan 
Agama (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 63.  
16
Munir Fuady, Konsep Hukum  Perdata (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 10. 
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pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan proses perkawinan pada umumnya 
yang sesuai dengan syari‟at Islam.  
Proses pertama adalah lamaran yang dalam bahasa Bajonya yaitu massuro. 
Massuro tidak jauh berbeda dengan lamaran pada umumnya yakni pendahuluan 
perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar 
waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, 
pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.
17
  
Kedua, musyawarah yang dalam bahasa Bajonya sibukke atau 
membicarakan kembali kesepakatan-kesepakatan sebelumnya seperti biaya 
pernikahan dan mahar. 
Ketiga, pemberian mahar yang dalam bahasa Bajonya yaitu madutai  
adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati 
calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon 
suaminya.
18
  
Keempat, malam daun pacar atau biasa disebut membersihkan diri yang 
dalam bahasa Bajonya yaitu kurintinigi. Proses ini dilakukan pada malam hari 
tepat sebelum hari pernikahan.  
Kelima, akad nikah atau yang dalam bahasa Bajonya yaitu Law 
Pabbotengang (hari pernikahan) dan Resepsi. Law Pabbotengang adalah 
kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membentuk suatu keluarga, 
                                                             
17
H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 
24. 
18
Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat 
Khitbah, Nikah,Dan Talaq (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika Offisete, 2017), h. 174 
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sedangkan Resepsi adalah suatu acara atau perjamuan yang dilaksanakan oleh 
pengantin setelah prosesi akad nikah sebagai tanda terima kasih dan rasa syukur. 
Keenam, kunjungan balasan mempelai wanita ke rumah mempelai laki-
laki atau dalam bahasa Bajo yaitu Namarola. Pihak mempelai wanita dalam 
melakukan kunjungan tersebut membawa beberapa pemberia yang akan 
diserahkan pada pihak laki-laki. 
3. Prinsip-Prinsip Pekawinan  
Adapun prinsip perkawinan dalam Islam itu, adalah: 
a. Memenuhi dan melaksanakan Agama, sebagaimana dimuka bumi telah 
diterangkan bahwa perkawinan adalah Sunnah Nabi, itu berarti bahwa 
melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksaan 
dari ajaran agama.  
b. Kerelaan dan persetujuan, sebagai salah satu yang harus dipenuhi oleh 
pihak yang hendak melangsungkan perkawinan ialah “ihktiyar” (tidak 
dipaksa). 
Abu Huraerah meriwayatkan, bahwa Nabi saw. Bersabda :  
  ِإ َفْٛ َك َٔ  :ِالله  َل ْٕ ُسَز اَٚا ْٕ ُناَق . ٌَ َْذأخُْسح َّٗخَد ُسْكَبنا َُّكُُْح َلا َٔ  َسَْيأخُْسح َّٗخَد ُىَِّٚلأا ُخَكُْ ُح َلا :لاَق  َآَُْذ
 .َجُكْسَح ٌْ ِإ 
Artinya:  
Jangan dinikahkan janda sehingga ia diminta perintahnya dan 
jangan dinikahkan gadis, sehingga ia diminta persetujuan (izinnya). 
Sahabat bertanya izinnya” Nabi bersabda: Kalau ia diam”.  
26 
 
 
 
c. Perkawinan untuk selamanya, ketentraman dan cinta serta kasih 
sayang, kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa 
perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu 
tertentu saja.  
d. Monogami atau poligami, monogani adalah seseorang kawin dengan 
satu istri, sedang poligami artinya seorang laki-laki mempunyai lebih 
dari satu istri.  
e. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga.19  
4. Dasar Hukum Perkawinan  
Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan 
antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan 
biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat 
perkawinan tersebut. Dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur‟an. Firman 
Allah swt. dalam :  
a. QS. Al-Dzariyat/51 : 49  
                  
Terjemahnya:  
Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 
mengingat kebesaran Allah.
20
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b. QS. An-Nisa/4 : 1 
                               
                                  
Terjemahnya: 
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang 
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada 
Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 
satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 
Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
21
 
c. QS. An-Nur/24 : 32 
                          
                 
Terjemahnya:  
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika 
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-
Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha 
mengetahui.
22
 
 
Dalam hadits Rasulullah Saw. Ditemukan beberapa anjuran untuk 
melangsungkan pernikahan, diantaranya : 
 لٕسز اُن لاق دٕعسي ٙبا ٍع ةءاخنا ىكُي عاطسا ٍي بابنا سشعياٚ : ىهسٔ ّٛهع الله ٗهص الله
.)ّٛهع قفخي( ءاجٔ ّن َّإف وٕصناب ّٛهعف عطسٚ ىن ٍئ جسفهن ٍصدأ سصبهن ضغأ جٛهف 
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Artinya: 
Dari Abdullah bin Mas‟ud,“Sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda 
kepadaku: Wahai kaum muda! Barang siapa yang sudah mampu 
memberi nafkah, maka nikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu 
dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan faraj. Barang siapa 
yang tidak mampu maka berpuasalah, karena puasa merupakan 
benteng baginya”.  
 
5. Hukum Nikah  
Karena perkawinan adalah sunnatullah atau hukum alam dunia maka 
perkawinan dilakukan bukan hanya manusia, tetapi juga hewan, bahkan tumbuh-
tumbuhan. Karena manusia adalah makhluk yang dimuliakan dan diutamakan 
Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, maka Allah telah 
menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan 
yang tidak boleh dilanggar. Tentang hukum nikah, para fuqaha 
mengklasifikasikan hukum nikah menjadi 5 kategori yang berpulang kepada 
kondisi pelakunya : 
a. Wajib  
Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah 
mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Menjauhkan diri dari 
perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah.  
b. Sunnah  
Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu 
mengendalikan diri dengan perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah 
sunat.  
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c. Mubah  
Bagi orang-orang yang tak ada alasan yang mendesak/mewajibkan segera 
menikah dan atau alasan yang mengharamkan menikah. Ulama hambali 
menyatakan bahwa mubah hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai 
keinginan untuk menikah.  
d. Makruh  
Hukum menikah menjadi makruh bagi seseorang yang lemah syahwat dan 
tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya 
karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.  
e. Haram  
Pernikahan haram hukumnya bagi orang yang tidak berkeinginan kerena 
tidak mampu memberi nafkah , baik nafkah batin maupun lahiriah kepada istrinya 
mendesak, atau dia mempunyai serta nafsunya tidak keyakinan bahwa apabila 
menikah ia akan keluar dari Islam.
23
 
6. Rukun dan Syarat  dalam Perkawinan  
a. Rukun Perkawinan  
Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menetukan sah atau tidaknya 
suatu pekerjaan (ibadah). Dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Adapun 
rukun nikah dalam pasal 14  adalah :  
1. Ada calon Mempelai laki-laki dengan syarat : laki-laki yang berusia 
dewasa (19 tahun), beragama Islam, tidak dipaksa/terpaksa, tidak 
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Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, Fikih II, h. 5-9.  
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sedang dalam ihram haji atau umrah. Dan bukan mahram calon 
mempelai wanita.   
2. Ada calon Mempelai wanita dengan syarat : wanita yang sudah cukup 
umur (16 tahun), bukan perempuan musyrik, tidak dalam ikatan 
perkawinan dengan orang lain bukan mahram bagi calon suami dan 
tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah, tidak dalam masa iddah, 
merdeka, atas kemauan sendiri, dan jelas orangnnya. 
3. Ada Wali Nikah, yaitu orang yang menikahkan mempelai laki-laki 
dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya. Wali 
nikah ada dua macam yaitu :  
a) Wali nasabh, yaitu orang yang mempunyai pertalian darah dengan 
wanita yang akan dinikahkan.  
b) Wakil hakim, yaitu kepala negara yang beragama Islam. 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali nikah adalah 
sebagai berikut : 
1. Beragama Islam 
2. Laki-laki 
3. Baligh dan berakal 
4. Merdeka dan bukan hamba sahaya 
5. Bersifat adil  
6. Tidak sedang ihram haji atau umrah  
Wali (wali si perempuan) keterangannya adalah sabda Nabi Saw:  
 مطاب آد اكُف آٛنٔ ٌذإ سٛغب جذكَ ةأسيا اًٚأ  
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Artinya :  
“Barangsiapa diantara perempuan yang menikah dngan tanpa izin 
walinya, maka pernikahannya batal” (Riwayat Empat Ahli Hadits 
kecuali Nasa‟i).  
 
4. Ada Dua orang saksi 
 .)دًدأ ِأز( ِلْدَع ْ٘ َدِْ اَش َٔ  ِّٙ ِن َٕ ِب َِّلاإ َحاَكَِ َلا  
  
 
Artinya :  
“Tidak sah nikah kecuali dengan wali dengan 2 saksi laki-laki yang adil” 
(HR. Ahmad) 
5. Ada akad nikah yakni ucapan ijab kabul, ijab adalah ucapan wali (dari 
pihak mempelai wanita), sebagai penyerahan kepada mempelai laki-
laki. Qabul adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda 
penerimaan. Suami wajib memberikan maskawin (mahar) kepada 
istrinya, tetapi mengucapkannya dalam akad nikah hukumnya sunnah. 
Allah berfiman dalam QS. An-Nisa/4: 4 
                          .    
Terjemahnya:  
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang 
hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang 
sedap lagi baik akibatnya.
24
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b. Syarat Perkawinan  
1. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang 
lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal 
lain yang berkenaan dengan dirinya.  
2. Keduanya sama-sama beragama Islam. 
3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan pernikahan.  
4. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan setuju pula 
pihak yang akan menikahinya.  
5. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan 
perkawinan. Batas usia dewasa untuk calon mempelai diatur dalam 
UU Perkawinan pada pasal 7 KHI mempertegas persyaratan 
berikut.
25
 
Sedangkan dalam undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat 
perkawinan dalam Bab II pasal 6: 
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 
mempelai. 
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 
umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang 
tua. 
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia 
atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka 
                                                             
25
Mutmainna, Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappaci Dalam 
Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai (Makassar, UIN 
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izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang 
masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan 
kehendaknya.  
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 
keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin 
diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang 
mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas 
selama mereka masih hidup dan dalam keadaaan dapat menyatakan 
kehendaknya.  
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut 
dalam ayat (2),(3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih 
diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan 
daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan 
perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin 
setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam pasal 
(2),(3), dan (4).
26
  
7. Tujuan Perkawinan 
Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasululullah 
Saw. yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. 
Zakiyah Derajat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu: 
a. Mendapatkan dan melangungkan keturunan . 
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b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan 
menumpahkan kasih sayangnya.  
c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan 
kerusakan. 
d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak 
serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta 
kekayaan yang halal. 
e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang 
tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.  
Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara 
seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya 
adalah:  
a. Kesukarelaan 
b. Persetujuan kedua belah pihak 
c. Kebebasan memilih  
d. Darurat  
Perkawinan pun adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga yang 
meliputi: 
1) Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian 
Firman Allah Swt.. dalam surat Al-Baqarah /2: 187 
...           …. 
 
 
35 
 
 
 
Terjemahnya: 
Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi 
mereka.
27
 
 
2) Understanding dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas 
dasar nilai-nilai kebenaran,keadilan, dan demokrasi. Dlam kaitan 
tersebut Allah berfirman dalam QS al-Rum/30: 21:
28
 
                              
                 
Terjemahnya: 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
29
 
 
8. Hikmah Perkawinan  
Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam suatu ikatan perkawinan 
baik ditinjau dari segi sosial, psikologi, maupun kesehatan.Berdasarkan ayat-ayat 
Al-Qur‟an dan sunnah Rasul, hikmah nikah ini antara lain:  
a. Sesungguhnya naluri seks adalah naluri yang paling kuat dan keras 
yang selamanya menuntut jalan keluar. Apabila jalan keluarnya tidak 
memuaskan maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan 
                                                             
27
Khat Ustman Thaha Terjemahan Standar Kemenag Ri, Al-Qur‟an Dan Terjemah Al-
Hamid, h. 29. 
28
H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 
15-17. 
29
Khat Ustman Thaha Terjemahan Standar Kemenag Ri, Al-Qur‟an Dan Terjemah Al-
Hamid, h. 406. 
36 
 
 
 
dan kekacauan. Oleh karena itu dia akan mecari jalan keluar yang jahat. 
Kawin adalah jalan yang paling alami dan paling sesuai untuk 
menyalurkan naluri seks ini. Dengan perkawinan badan orang terebut 
menjadi sehat, segar dan jiwanya menjadi tenang. Matanya terpelihara 
dari melihat yang haram, perasaannya menjdi tenang dan dia dapat 
menikmati barang yang halal. Sabda Rasulullah saw :  
  ِف ُِمبْقَح ََةأْس ًَ نا ٌَّ َأ  .َىَّهَس َٔ  ِّ ْٛ َهَع ِالله َّمَص ِالله ْل ْٕ ُسَز َلاَق َُُّْع ُالله َٙ ِضَز َةَسْٚ َُسْ ْٙ َِبأ ٍْ َع ِةَز ْٕ ُص ٗ
 َف َُّهْ َأ ِْثأََْٛهف ُُّبِجَُعٚ اَي ٍَةأَسْيا ٍْ ِي ْىُك ُدَدَأ َٖأَز اِذَإف ٌِ اَطْٛ َش ِةَز ْٕ ُص ِٗفُِسبُْدح َٔ  ٌِ اَطْٛ َش ُّدَُسٚ َِكنَذ ٌَّ ِإ  
.)صىريّسخنأ دٔادٕبا ٔ ىهسي ِأز(.ِّ ِسْفَ  ِٗف اَي 
Artinya: 
“Dari abu Hurairah, telah bersabda Rasulullh saw: Sesungguhnya 
perempuan itu menghadap dengan rupa setan, membelakang juga dengan 
rupa setan, apabila seseorang diantara kamu tertarik kepada perempuan, 
hendaklah dia mendatangi istrinya agar nafsunya dapat tersalurkan.” (HR. 
Muslim, Abu Dawud, dan At Tirmidzi). 
 
b. Kawin adalah jalan yang terbaik untuk mendapatkan keturunan 
menjadi mulia, keturunan menjadi banyak sekaligus melestarikan 
hidup manusia serta memelihara keturunannya. Sabda Rasululullah 
saw: 
 .ِتَياَِٛقنا َو ْٕ َٚ ءَاِٛبََْلأا ُىُكِبٌِسثاَكَي ْٗ َِِّإَف َد ْٕ ُن َٕ نا َد ْٔ ُد َٕ نا ا ْٕ ُج َّٔ ََصح  
Artinya: 
 “Kawinilah dengan perempuan yang pecinta lagi bisa banyak anak, agar 
nanti aku akan dapat membanggakan jumlahmu yang bang banyak itu 
dihadapan para nabi dihari kiamat nanti”. 
c. Orang yang telah kawin dan memperoleh anak, maka naluri 
kebapakan dan naluri keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam 
suasana hidup kekeluargaan yang menimbulkan perasaan rumah, 
perasaan saling mencintai dan saling menyayangi antara satu dengan 
yang lainnya. 
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d. Orang yang kawin dan memperoleh anak akan mendorong yang 
bersangkutan melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya 
dengan wajib, sehingga ia akan bekerja keras untuk melaksanakan 
kewajibannya itu.  
e. Melalui perkawinan akan timbul hak dan kewajiban suami istri secara 
berimbang, menimbulkan adanya pembagian tugas antara suami istri.  
f. Melalui perkawinan akan timbul rasa persaudaraan dan kekeluargaan 
serta memperteguh rasa saling mecintai keluarga yang satu dengan 
keluarga yang lain.
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B. Tinjauan Umum tentang Suku Bajo 
1. Suku Bajo  
a. Pengertian Suku Bajo  
Nama Bajo sendiri bukanlah nama asli dari Suku Bajo ini. Suku Bajo 
menyebut diri mereka sebagai Suku Same, sementara sebutan untuk untuk orang 
diluar suku mereka, mereka menyebutnya dengan istilah Suku Bagai. Kata Bajo 
sendiri oleh beberapa kalangan diyakini berasal dari kata yang berkonotasi bajak 
laut. meski banyak kelangan yang membantah konotasi ini, menurut tutur yang 
brekembang bahwa pada jaman dahulu banyak dari bajak laut yang memang 
berasal dari suku same, yakni satu suku yang memang hidup dan tinggal di perahu 
ini dan menyebar hingga keseluruh nusantara. Sehingga, suku laut apapun yang di 
bumi nusantara ini kerap di sama artikan suku Bajo.  
                                                             
30
H. Djamaan Nur, Fikih Munakahat, h. 10-12. 
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Bajo berasal dari nama seorang dari leluhur mereka, yang sangat hebat 
dalam melaut dan hebat juga dalam bercocok tanam. Konon Suku Bajo berasal 
dari Laut Cina Selatan. Versi lain menyebutkan nenek moyang mereka berasal 
dari Johor, Malaysia. Mereka keturunan orang-orang Johor atau keturunan Suku 
Sameng yang ada di semananjung Malaka Malaysia yang diperintahkan raja untuk 
mencari putrinya yang kabur dari istana. Orang-orang tersebut mengarungi lautan 
ke sejumlah tempat sampai ke Pulau Sulawesi. Kabarnya sang puteri berada di 
Sulawesi, menikah dengan pangeran Bugis kemudian menempatkan rakyatnya di 
daerah yang sekarang bernama Bajoe. Sedangkan orang-orang yang mencarinya 
juga lambat laun memilih tinggal di Sulawesi, enggan kembali ke Johor. 
Keturunan mereka lalu menyebar ke segala penjuru wilayah Indonesia semenjak 
abad ke-16 dengan perahu. Itulah sebabnya mereka digolongkan suku laut 
nomaden atau manusia perahu (seanomedic).  
b. Asal Usul Suku Bajo 
Asal usul sesungguhnya suku Bajo berasal dari pulau sulawesi. Selain 
menguasai bahasa daerah setempat. Mereka juga berkomunikasi dengan bahasa 
Bajo, serumpun dengan bahasa Bugis sulawesi selatan. Dimana dua atau tiga 
warga Bajo berkumpul, mereka diwajibkan menggunakan bahasa Bajo. Kecuali 
kalau berada diantara atau bersama warga penduduk setempat. Mereka adalah 
orang pelaut yang tidak bisa hidup di gunung. Bajo identik dengan air laut, 
perahu, dan pemukiman di atas air laut. Bajo artinya mendayung perahu dengan 
alat yang disebut Bajo. 
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Orang Bajo dapat dikatakan sebagai salah satu suku terasing di Indonesia 
yang umumnya bertempat tinggal di laut. Khusus di daerah Sulawesi Tenggara, 
sebagian orang Bajo tinggal berkelompok di pesisir laut dan sebagian lagi tinggal 
di tengah laut yang dekat dengan pulau-pulau kecil. 
Keadaan yang demikian menyulitkan masyarakat luar untuk menjangkau 
daerah permukiman masyarakat Bajo, sehingga tidak terjadi interaksi yang 
maksimal. Hag (Uniawati,2007) mengatakan bahwa pola hidup orang Bajo 
cenderung memisahkan diri dari kehidupan kelompok masyarakat yang tinggal di 
daratan.  
Berdasarkan catatan sejarah orang Bajo tersebar di banyak tempat di 
Indonesia memiliki asal usul yang sama. Orang Bajo memasuki Pulau Sulawesi 
sekitar tahun 1698. Penyebaran orang Bajo yang terdapat diberbagai daerah 
disebabkan karena kebiasaan mereka menyeberangi lautan lepas. 
Nama orang suku Bajo diberikan oleh warga suku lain di Pulau Sulawesi 
sendiri atau di luar pulau Sulawesi. Sedangkan warga orang Bajo menyebutnya 
dirinya sebagai suku Same dan menyebut orang di luar sukunya dengan suku 
Bagai. Bahasa orang Bajo (baong sama), memperlihatkan sesuatu yang khas 
dalam masyarakat ini. Apabila mereka berada diantara diantara sesama mereka, 
mereka menggunakan kata “sama” sebagai istilah rujukan dan untuk 
menunjukkan kelompok mereka.  
Bajo atau Bajau, Sama, Same dan seterusnya merupakan salah satu etnik 
di Indonesia. Etnik tersebut membentuk komunitas secara berkelompo-kelompok, 
baik di daerah pesisir maupun di pulau-pulau. Oleh karena itu komunitas Bajo 
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dapat dijumpai di mana-manadi seluruh Nusantara, sehingga sulit mencari asal 
usulnya.  
Orang Bajo merupakan salah satu suku bangsa yang terkenal dengan 
pendukung bahari. Sejak dahulu suku ini dikenal sebagai pelaut ulung yang hidup 
matinya berada diatas lautan. Bahkan perkampungan mereka pun dibangun jauh 
menjorok ke arah lautan bebas. Tempat mereka mencari penghidupan. Laut bagi 
mereka adalah satu-satunya tempat yang dapat diandalkan. Julukan bagi mereka 
sudah barang tentu sea normads. Karena pada mulanya mereka memang hidup 
terapung-apung diatas rumah perahu yang di kenal bido atau sope. Orang Bajo 
pun menyebar ke segala penjuru wilayah semejak abad ke-16 hingg sekitar 40-50 
tahun silam (perpindahan terakhir terjadi di berbagai wilayah di Nusa Tenggara 
Timur). 
 Orang Bajo sejak lahir sudah dikenalkan dengan kehidupan di atas 
permukiman diatas air. Hal inilah yang menyebabkan kerapkali mereka menolak 
untuk hidup di daratan meskipun secara diam-diam salin menjalin hubungan 
dengannya. Dalam konsepsi masyarakat Bajo meninggalkan cara hidup dilaut 
berarti meninggalkan adat istiadat hidup mereka. Bagi orang Bajo, lautan 
merupakan tempat satu-satunya untuk menetap dan bertemu. Oleh karena itu, 
orang Bajo memahami dunia menurut cara orang-orang hidup dan prinsip “orang 
Bajo adalah orang-orang laut”. 
Saat sekarang ini jumlah orang Bajo yang menggantungkan hidupnya 
diatas perahu (bido) diperkirakan semakin sedikit karena hidupnya menepi di 
pesisir pantai dan mendirikan rumah panggung yang menggunakan bahan ramah 
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lingkungan. Filosofi hidup manusia perahu yang diberikan pada orang Bajo 
dikarenakan kebiasaan mereka yang selalu berpindah-pindah.  
Menurut (Saad, 2010) awalnya orang Bajo merupakan masyarakat yang 
hidup secara tradisional, mulai dari bentuk perumahan, sampai penggunaan alat 
tangkap. Namun pada tahun 1960-1970 kebijakan modernisasi perikanan oleh 
pemerintah, yang dimulai dengan motorisasi perahu mengenalkan peralatan-
peralatan modern dalam dunia kelautan.  
Dalam hubungan terhadap masyarakat di sekitarnya dengan orang Bajo 
tidak terbatas dalam hubungan jual-beli di pasar, tetapi berkembang menjadi 
hubungan sosial yang akrab diluar arena pasar. Diluar pasar mereka berhubungan 
yang diwarnai sifat kekeluargaan dengan tindakan kerjasama, dan bantu-
membantu jika ada yang mengalami kesulitan, saling bersilaturahmi, atau 
menghadiri undangan hajatan, syukuran, pesta perkawinan, khitanan, aqiqah, 
(cukur rambut) dan bias pula dalam bentuk solidaritas dengan memberikan 
bantuan keuangan terhadap warga yang terkena musibah kebakaran atau 
kematian.
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Pada suku Bajo, dikenal empat kelompok masyarakat yang didasarkan 
pada karakteristik mereka dalam kaitannya dengan aktivitas mereka di lautan. 
Empat kelompok masyarakat ini dikenal dengan sebutan sebagai berikut:  
1. Kelompok Lilibu  
Yakni suku Bajo ysng biasanya mengarungi lautan hanya satu dua 
hari untuk mencari ikan dan jarak melautnya pun tidak terlalu 
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Abdul Asis, Pola Adaptasi Migran Bajo Terhadap Masyrakat Di Pulau Wangi-Wangi 
Kepulauan Togean, h. 62-95. 
  
42 
 
 
 
jauh. Setelah ikan didapat, kelompok ini biasanya segera “pulang” 
untuk bertemu keluarganya. Perahu kyang digunakan oleh 
kelompok ini biasnya berukuran kecil yang bernama soppe dan 
dikendalikan menggunakan dayung.  
2. Kelompok Papongka  
Yakni suku Bajo yang bisa dikenali dengan aktifitas melautnya 
yang hanya seminggu dua minggu saja untuk mencari ikan. Perahu 
yang digunakan oleh kelompok ini hampir sama dengan kelompok 
lilibu. Hanya saja, berbeda dengan kelompok lilibu, jarak tempuh 
mereka bisa lebih jauh dan keluar pulau. Bila dirasa telah 
memperoleh hasil atau kehabisan air bersih, mereka akan 
menyinggahi pulau-pulau terdekat. Setelah menjual ikan-ikan 
tangkapan dan mendapat air besih, mereka pun kembali ke laut.  
3. Kelompok Sakai 
Yakni suku Bajo yang memiliki kebiasaan mencari ikan dan 
wilayah kerjanya jauh lebih luas. Bila kelompok Papongka 
hitungnya hanya keluar pulau, maka kelompok sakai hitungannya 
sudah antar pulau. Sehingga, waktu yang dibutuhkan pun lebih 
lama. Mereka bisa berada di “tempat kerja” nya itu selama sebulan 
atau dua bulan. Karena itu, perahu yng digunakan pun lebih besar 
dan saat ini umumnya telah bermesin. 
 
 
43 
 
 
 
4. Kelompok Lame  
Yakni suku Bajo yang bisa dikategorikan nelayan-nelayan yang 
lebih modern. Mereka menggunakan perahu besar dengan awak 
yang besar dan mesin bertenaga besar. Karena, mereka memang 
bakal lain. Dan, mereka bisa berada di lahan nafkahnya itu hingga 
berbulan-bulan.  
c. Kepercayaan Suku Bajo  
Meskipun suku Bajo beragama Islam, namun mereka masih hidup dalam 
dimensi leluhur. Budaya mantera-mantera, sesajen serta kepercayaan roh jahat 
masih mendominasi kehidupan mereka.  
Peran dukun masih sangat dominan untuk menyembuhkan penyakit serta 
untuk menolak bala atau memberikan ilmu-ilmu. Orang Bajo sangat mempercayai 
setan-setan yang berada di lingkungan sekitarnya rumah dan dapur-dapur mereka. 
Mereka percaya pantangan-pantangan dan larangan, seperti misalnya larangan 
meminta kepada tetangga seperti minyak tanah, garam, air atau apapun setelah 
maghrib.  
Mereka juga percaya dengan upacara tebus jiwa. Melempar sesajen ayam 
ke laut. artinya kehidupan pasangan itu telah dipindahkan ke binatang sesaji. Ini 
misalnya dilakukan oleh pemuda yang ingin menikahi perempuan yang lebih 
tinggi status sosialnya. Masyarakat suku Bajo menyebut Palemana atau rumah 
diatas perahu. Karena masyarakat suku Bajo bermukim dan mencari nafkah  di 
atas laut. karena itulah mereka mendapat julukan sebagai Manusia Perahu. 
Menurut masyarakat Suku Bajo bahwa pemanasan global sekarang,orang-orang  
 
 
 
 
Bajo kesulitan memantau perubahan iklim. Padahal biasanya mereka sangat 
presisi dalam mengantisipasi. Gelombang pasang, letusan gunung berapi serta 
bisa diprediksi jauh dari sebelumnya.  
Untuk berlayar di siang hari, pada saat mereka tidak bisa melihat pantai, 
mereka mengandalkan ombak dan angin. Pada malam hari, bintang-bintanglah 
yang menunjukkan jalan. Mereka menyebut bintng itu Mamau atau karangita. 
Mamau atau karangita bisa menjadi penunjuk arah yang dituju.  
Suku Bajo memiliki keyakinan penuh atas sebuah ungkapan bahwa Tuhan 
telah memberikan Bumi dengan segala isinya untuk manusia. Keyakinan tersebut 
tertuang dalam satu Falsafah hidup masyarakat Bajo yaitu, (“Papu Manak Ita Lino 
Bake Isi-isina, kitanaja manusia mamikira bhatingga kolekna mangelolana”) 
artinya Tuhan telah memberikan dunia ini dengan segala isinya, kita sebagai 
manusia yang memikirkan bagaimana cara memperoleh dan mempergunakannya.  
Sehingga laut dan hasilnya merupakan tempat meniti kehidupan dan 
mempertahankan diri sambil terus mewariskan budaya leluhur suku Bajo.
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Lembaga Seni Budaya Teluk Bone, Kepercayaan Dan Adat Istiadat Suku Bajo, (Teluk 
Bone, 06 Agustus 2018), Teluk Bone Indonesia, Http//Telukbone.Id/2018/08/06/Kpercayaan-Dan-
Adat-Istiadat-Suku-Bajo/#, 07 Juli 2108.  
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini adalah penelitian field research kualitatif deskriptif. 
Penelitian  kualitatif  merupakan  proses kegiatan mengungkapkan secara logis, 
sistematis, dan empiris terhadap fenomena-fenomena sosial yang terjadi di sekitar 
kita untuk dikontruksi guna mengungkapkan kebenaran bermanfaat bagi 
kehidupan  masyarakat dan ilmu pengetahuan. Kebenaran yang dimaksud adalah 
dinamis yang dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang 
melalui interaksinyadengan situsisosial mereka (Danim,2002).
1
 
2. Lokasi Penelitian  
Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di desa 
Kabalutan  kecamatan Talatako kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah.  
B. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah :  
1. Pendekatan syar’i, yakni pendekatan terhadap hukum Islam menurut Al-
Qur’an dan Hadits yang ada Hubungannya dengan masalah yang akan 
diteliti.  
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Sitti Mania, MetodologiPenelitianPendidikan Dan Social (Cet. I; Makassar: Alauddin 
University Press, 2013), h. 39.  
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2. Pendekatan yuridis, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan 
yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.  
3. Pendekatan sosial/sosiologis, yakni pendekatan yang dilihat secara 
langsung di dalam pelaksanaan perkawinan asat suku Bajo di desa 
Kabalutan  kecamatan Talatako kabupaten Tojo Una-una Sulawesi 
Tengah.  
C. Sumber Data  
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini diambil 
dari:  
a. Sumber primer  
Sumber primer yaitu data yang didapatkan melalui narasumber, yaitu tetua 
adat serta melalui informan (kepala desa, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat). 
Selain itu, data tersebut juga dapat diperoleh melalui pengamatan lapangan pada 
waktu pelaksanaan perkawinan adat suku Bajo.  
b. Sumber sekunder  
Sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang 
mendukung seperti dokumentasi, arsip desa, balai adat, catatan pribadi, dan 
referensi yang berkaitan dengan penelitian. 
c. Sumber tersier  
Sumber tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan 
primer dan bahan sekunder, yaitu berupa kamus hukum. 
D. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan tentang sifat, keadaan, 
kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan 
suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. 
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Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mengambil objek penelitian.  Di 
desa Kabalutan kecamatan Talatako kebupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini rmenggunakan 2 cara berikut merupakan 
uraian yang digunakan : 
1. Observasi  
Seringkali orang mengartikan observasi sebagai suatu aktivas yakni 
sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Didalam 
pengertian psikolog, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, 
meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan 
menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui 
penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Apa yang dikatakan 
ini sebenarnya adalah  pengamatan langsung. Di dalam artian penelitian obsevasi 
dapat dilakukan dapat dengan tes, kuesioner, rekaman, gambar, dan rekaman 
suara.
2
 
2. Wawancara (interview)     
Wawancara juga bisa disebut dengan metode interviu atau disebut sebagai 
metode wawancara. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan  
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 
pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Dengan atau 
tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.
3
 
Dalam penelitian ini, adapun pihak yang diwawancarai adalah tetua adat 
suku Bajo, beserta pihak-pihak atau yang mengetahui duduk permasalahan dalam 
penelitian ini.  
                                                             
2
Suharsimi Arikunto Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet. XII; Jakarta; 
PT. Rineka Cipta, 2002).h 133. 
3
H.M Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format 
Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan 
Pemasaran(Cet. II; Jakarta: PrenadaMedia Group, 2013), h. 133.  
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3. Dokumentasi  
Pengumpulan data dengan melihat dokumen yang ada dan yang terkait 
dengan masalah yang akan diteliti.
4
 
E. Instrumen Penelitian  
Instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data-data 
penelitian saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah 
peneliti sendiri, dokumentasi, observasi, dan media elektronik seperti handphone 
(HP), instrumen inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam melakukan penelitian keperpustakaan (Library Research) penulis 
mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal ilmiah hukum, peraturan 
perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi skripsi.  
a. Pengolahan Data  
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data 
yang diperoleh kemudian diartikan dan di interpretasikan sesuai dengan tujuan, 
rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini 
antara lain sebagai berikut:  
1) Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai 
dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang releven. Data 
yang diambil adalah data yang berhubungan dengan pokok masalah 
penelitian.  
2) Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang 
relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi 
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H.M Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format 
Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan 
Pemasaran, h. 124. 
49 
 
 
 
menjadi efektif dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta 
tidak berputar-putar dalam membahasa suatu masalah. Dalam proses 
ini kutipan yang memang jelas akan dipertahankan sesaui aslinya 
namun bila kurang jelas atau justru menimbulkan pengertian lain, 
maka data tersebut akan dieliminasi dan digantikan dengan rujukan 
lain yang lebih sesuai dengan pembahasan. 
3) Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan 
data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok 
permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data 
yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang didapatkan 
dari sumber bacaan.  
b. Analisis Data  
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam 
penelitian ini, data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer 
maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang 
dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni data yang tidak berbentuk 
angka.
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G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai 
berikut: 
a. Meningkatkan ketekunan 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 
cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan 
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RiantoAdi, MetodologiPenelitianSosialdanHukum (Jakarta: Granit,2010), h.56.  
 
 
 
  
urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan 
meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali 
apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan 
meningktakan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang 
akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat 
meningkatkan kredibilitas data. 
a. Menggunakan bahan referensi 
Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung 
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data 
hasil wawancara sehingga data yang dapat menjadi kredibel atau lebih dapat 
dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman 
wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN  
A. Gambaran Umum Kecamatan Talatako 
1. Kondisi Geografis  
a. Letak dan batas kepulauan togean  
Kepulauan togean merupakan bagian wilayah dari kabupaten  Tojo   Una-
una, Sulawaesi Tengah. Kepulauan berbintang sepanjang 90 km. Kepulauan ini 
terdiri atas 6 pulau besar dan pulau-pulau yang lebih kecil yang jumlahnya 
mencapai 60 pulau.  
Kata Togean adalah kata yang diberikan oleh Penjajah Belanda untuk 
menyebut nama Kerajaan Lebo Kintanah Togo Eang, karena memang orang 
Belanda agak kesulitan membahasakan Togo Eang, yang kemudian disebut 
dengan sebutan dialek Belanda „Togean‟. Namun sebenarnya dalam sejarah tidak 
mengenal kata Togean melainkan Togo eang atau Kerajaan Lebo Kintanah Togo 
Eang yang secara etimologi dalam bahasa daerah berarti Kerajaan Lembah 
(daratan) tiga orang besar. Namun sejalan dengan perkembangan sejarah, Belanda 
lebih mempopulerkan nama Togean dari pada Lebo Kintanah Togo Eang. Hal ini 
dapat ditelusuri dalam berbagai arsip administrative Pemerintah Belanda, seolah-
olah sebutan resmi yang diakui oleh Belanda adalah Togean. Didasari atau tidak, 
dikaji dari istilah tersebut pemerintah Belanda telah memberi kontribusi terhadap 
pengaburan sejarah. Karena kata Togean yang telah popular hingga saat ini tidak  
lagi mencerminkan makna serta pengertian substansi yang jelas.Bahkan 
belakangan ini, terjadi lagi perdebatan perbedaan huruf “i” dan “e” (Togian atau 
Togean). Sekalipun kata Togean memiliki landasan bukti yang kuat, namun harus 
diakui perdebatan itu adalah perdebatan semu yang membenarkan pengaburan 
sejarah oleh Belanda dan tidak sedikitpun membantu untuk mengembalikan  
52 
 
 
 
sejarah. Hendaknya yang diperdebatkan adalah pengembalian nama “Togo”  
Kepulauan Togean merupakan bagian Taman Nasional yang terletak 
dalam zona transisi garis Wallace dan Weber dan merupakan gugusan pulau-pulau 
kecil yang melintang di tengah Teluk Tomini, kawasan TNKT terletak pada 
koordinat 00° 07‟ 43” – 00° 65‟ 06‟ LS dan 121° 51‟ 63” – 122° 44‟ 00” BT, 
memanjang sekitar 102,7 km. Kepulauan togean secara geografis terletak di 
tengah-tengah Teluk Tomini dengan daerah seluas 755,4 km. 
Batas wilayah kepulauan togean adalah seabagi berikut :     
1. Sebelah utara : Teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo 
2. Sebelah selatan : Lautan dalam dan daratan pulau Sulawesi 
3. Sebelah barat : Teluk Tomini dan lautan dalam  
4. Sebelah timur : laut maluku 
Wujud spesial kepulauan togean merupakan rangakaian 7 pulau utama 
yang memanjang dari barat ke timur, yaitu pulau Batudaka, Togean, kabalutan, 
malenge, walea Kodi dan Walea Bahi. Pulau-pulau tersebut dikelilingi oleh 
beberapa pulau yang lebih kecil, serta puluhan pulau-pulau karang tak 
berpenghuni yang lebih menyerupai batu menyembul dari dalam laut. kepulaun 
tersebut secara keseluruhan merupakan kawasan wisata alam yang sangat 
diunggulkan, karena mamiliki potensi sumber daya perikanan, keanekaragaman 
hayati, biota laut dan darat serta kekayaan budaya lokal (adat istiadat).  
Kepulauan togean yang merupakan bagian dari wilayah di Kabupaten Tojo 
Una-Una Kabalutan memiliki luas hampir setengahnya dari luas kabupaten ini. 
Kepulauan togean terdiri atas 60 pulau besar dan pulau-pulau yang lebih kecil 
jumlahnya mencapai 60 pulau utama yang memanjang dari barat ke timur, yaitu 
pulau Batudaka, Togean, Kabalutan, Malenge, Walea Kodi dan Walea Bahi.  
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Pulau Kabalutan terbentuk akibat letusan gunung berapi. Hal ini yang 
akhirnya yang membuat Pulau Kabalutan berbeda dengan gugusan pulau-pulau 
lain di Kabupaten Togean. Di pulau ini, terdapat Gunung Colo. Dengan ketinggin 
sekitar 2.509 meter. Gunung colo merupakan gunang berapi yang hingga masih 
aktif. Pulau yang satu ini terbilang unik. Jika hampir seluruh pantai di Kapulauan 
Togean berpasir putih, pasir Pantai di pulau Kabalutan berwarna hitam.  
 Di Pulau Kabalutan terdapat sebuah suku yaitu suku Bajo, yaitu suku yang 
memiliki kebudayaan yang terikat kuat dengan sumber daya laut di Kepulauan 
Togean. Penduduk Kabalutan menggunakan perahu untuk mengunjungi satu 
tempat ke tempat lain. 
 Penelitian dilakukan di pemukiman tradisional suku Bajo di Desa 
Kabalutan Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah.  
Desa Kabalutan ini terletak pada koordinat 0
o25‟33”-0o25‟52” LS dan 
122
o03‟33”-122o03‟49” BT, sejak awal desa ini dihuni oleh mayoritas masyarakat 
Bajo dengan dua karakter wilayah yakni wilayah daratan yang berada di atas 
pulau-pulau karang yang dijadikan daratan dan wilayah perairan yang berada di 
atas laut.
1
 
b. Penduduk  
Jumlah penduduk suku Bajo di Kepulauan Togean 12 ribu orang,  yang 
tersebar di beberapa kampung. Data penduduk Desa Kabalutan :  
Nama Dusun Jumlah 
perempuan 
Jumlah  
Laki-laki 
Jumlah 
KK 
Jumlah 
Rumah 
Dusun 1 169 151 320 168 
Dusun 2 75 65 140 101 
                                                             
1
 Linkedln, Profil Wilayah Kepulauan Togean, (Slide Share, 20 Maret 2014), 
https://www.slideshare.net/fitriwardhono/profil-wilayah-kepulauan-togean, 07 Juli 2019. 
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Dusun 3  163 181 344 334 
Jumlah 
keseluruhan 
407 397 804 603 
Tabel.1 
Yang masuk dalam perkawinan 2018-2019 sudah sebanyak 34 pasang 
sudah menikah, termasuk yang menikah masih di bawah umur.
2
 
2. Sejarah Suku Bajo di Desa Kabalutan  
Desa Kabalautan, sebuah pulau yang mayoritas berpenduduk suku Bajo. 
Disinilah 1000 jiwa anak-anak suku Bajo tumbuh dengan cara mereka sendiri. 
Laut menjadi sumber utama kehidupan Suku Bajo.  
Nelayan dari suku Bajo dikenal Terlatih melaut sejak lahir diperairan yang 
terdiri dari 66 kecil pulau kecil itu. Orang-orang suku Bajo tinggal di pulau-pulau 
dilaut Togean. Mereka membangun rumah kayu bertiang tinggi di atas air. di 
beberapa pulau orang-orang Bajo tinggak bercampur dengan suku lain, seperti 
Bugis, Makassar, dan Wakai. Orang Bajo berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina 
selatan yang hidup nomaden di laut.  
Pelayaran sejak ratusan tahun silam itu membawa mereka ke perairan 
Sulawesi hingga lombok dengan mendirikan kampung besar bernama Labuan 
Bajo.  
Hanya sedikit orang Bajo yang paham asal usul mereka. Bahkan penduduk 
yang paling tua sekalipun biasanya, generasi sekarang hanya tahu ayah ibu 
mereka berasal dari Kampung Bajo lain di pulau lain sekitar Sulawesi dan 
Maluku. Tak satupun menyebut Sulu.  
                                                             
2
 Salim Van Gobel, Kepala Seksi Pemerintahan, Wawancara, Di Desa Kabalutan, 08 Mei 
2019.  
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Dahulu kala masyarakat Bajo kerap berpindah-pindah dari satu tempat ke 
tempat lainnya mencari sumber kehidupan seperti masyarakat gipsy atau 
nomaden. Namun saat ini meskipun masih ada yang meneruskan tradisi berpindah 
tempat, sebagian lainnya memilih menetap di lokasi tertentu dengan pola hidup 
yang sangat sederhana. Salah satu lokasi menetap yang dipilih suku ini ada di 
Pulau Kaledupa, Togean.  
Suku Bajo yang terletak di kepulauan Togean Sulawesi Tengah. Suku Bajo 
yang mendiami kabupaten Togean ini diduga hadir di wilayah ini sekitar abad 
XVI. Dikatakan mereka berasal dari daerah China Selatan. Mereka termasuk suku 
bangsa Proto Malayan yang datang ke wilayah Asia Tenggara ini sejak 2000 
tahun Sebelum Masehi. Mereka sempat bermukim di daratan Indochina dan 
bermigrasi ke daerah Semenanjung Malaysia dan akhirnya menyebar ke seluruh 
wilayah Asia Tenggara, termasuk ke wilayah mereka sekarang ini di Sulawesi 
Tengah. Selain di Sulawesi Tenggara pemukiman orang Bajo juga banyak di 
daerah-daerah lain di Sulawesi. 
Perkampungan Suku Bajo juga ada  di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo 
una-una memiliki daya tarik untuk menjaring wisatawan. Tinggal di rumah Suku 
Bajo, ikut melaut lalu menjual ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa 
Kabalutan, Kecamatan Talatako atau melihat bagaimana cara Suku Bajo 
membudidayakan lobster dan sejumlah ikan di tambak terapung, bisa menjadi 
kegiatan menarik buat wisatawan yang biasa hidup di perkotaan. Belum lagi 
budaya masyarakat Suku Bajo, seperti perkawinan dan acara selamatan.  
Adat Perkawinan masyarakat Suku Bajo, saat malam pertama biasanya 
pasangan suami istri baru, di lepas ke laut dengan perahu. Mereka menghabiskan 
malam pertama di atas perahu. Ini merupakan tradisi yang sangat unik. 
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Suku Bajo (Bajau) juga tersebar di beberapa daerah di Sulawesi Tengah, 
selain di pulau Kabalutan populasi suku Bajo terdapat juga di pulau Papan. 
Persebaran Suku Bajo di pulau Togean antara lain kecamatan Walea Kepulauan 
(Desa Dolong A, Desa Dolong B, Desa Kalia,Desa Kolami, Desa Luok, Desa 
Malenge Desa Olilan Desa Pautu, Desa Papolii, Desa Tiloan, Desa Tutung). 
Sementara di Kecamatan Walea besar (Biga, katogop, kondongan,malopo, 
tongidon).
3
 
3. Agama Dan Kepercayaan Suku Bajo Di Desa Kabalutan  
Kebutuhan akan agama merupakan dorongan psikis menusia yang 
mempunyai landasan yang alami dalam watak kejadian manusia sehingga dengan 
dorongan psikis itu manusia mencari penciptanya sebagai tempat menyembah dan 
meminta pertolongan. Kebutuhan tersebut bersifat universal dari masyarakat yang 
paling primitif hingga yang paling modern  dan bersifat kodrati sehingga 
seseorang merasa ingin dicintai dan mencintai sang pencipta.  
Orang Bajo 100% mengaku bahwa beragama islam menjadi satu-satunya 
pilihan bagi suku Bajo karena nenek moyangnya dahulu juga beragama islam 
sehingga menjadilah agama islam itu diwariskan dari nenek moyangnya, namun 
dalam kehidupan sehari-hari masih menganut budaya tertentu, masih sering 
didapati praktek-praktek kepercayaan lama yang dianut oleh nenek moyangnya 
seperti mempercayai adanya kesaktian dukun, adanya suatu tempat khusus yang 
dianggap keramat setiap tempat penyembahnya.
4
 
 
                                                             
3
 Jackwood, Suku Bajo Arsitektur Dan Sosial, (Dream, 23 Juli 2014), 
Http://Auteurdelaction.Blogspot.Com/2014/07/Suku-Bajo-Arsitektur-Sosial.Html, 07 Juli 2019.  
4
 Arsan Busura, Kaur Tata Usaha dan Umum,Wawancara, Di Desa Kabalutan, 08 Meii 
2019.  
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B. Proses Pelaksanaan Adat Istiadat Perkawinan Pada Masyarakat Talatako 
Kabupaten Tojo Una-Una Di Desa Kabalutan 
Kata perkawinan menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata nikah 
dan kata zawaj. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (hakikat) 
yakni dham yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Nikah 
mempunyai arti kiasan yakni watha yang berarti setubuh atau aqad yang berarti 
mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti 
kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.  
Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia baik perseorangan 
maupun kelompok. Karena dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki 
dan perempuan terjadi secara sah dan terhormat sesuai dengan kedudukan 
manusia sebagai makhluk Tuhan yang berkehormatan.  
Proses perkawinan  tiap-tiap daerah selalu menjadi hal yang sangat 
menarik untuk dibahas, baik dari segi kopleksitas perkawinan itu sendiri. Oleh 
karena dalam perkawinan yang terjadi bukan hanya sekedar menyatukan dua 
orang yang saling mencintai. Lebih dari itu, ada nilai yang tidak lepas untuk 
dipertimbangkan dalam perkawinan, seperti status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai 
budaya dari masing-masing keluarga laki-laki dan perempuan. Kompleksitas 
perkawinan pada masyarakat Bajo merupakan nilai-nilai yang tak lepas untuk 
dipertimbngkan dalam perkawinan.  
Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Bajo ada tiga hukum yang 
mengatur yaitu hukum agama, hukum positif, dan hukum adat. Perkawinan 
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan adat dan kebudayaan 
masyarakar Bajo. Dalam adat perkawinan masyarakat Bajo memiliki tradisi yang 
paling kompleks dan melibatkan banyak emosi. Bagaimana tidak, mulai dari ritual 
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lamaran hingga selesai resepsi perkawinan akan melibatkan seluruh keluarga yang 
berkaitan dengan kedua pasangan calon mempelai. 
Dalam adat istiadat botteh suku Bajo ada budaya yang berkembang dalam 
desa itu bahwa pria yang menikah dengan wanita Bajo, si wanita tidak boleh 
dibawa keluar dari desa tersebut meski sudah berana pinak. Begitupun apabila 
keduanya berasal dari suku Bajo si wanita juga tidak bisa meninggalkan pulau 
mereka. Peraturan lainnya juga pria dan wanita yang ditemukan sedang berduaan 
(berpacaran) diluar rumah akan langsung dinikahkan secara adat.  
Menurut bapak salim adalah salah satu informan yang saya wawancarai, 
menceritakan tentang kisahnya yang menikahi orang Bajo. Beliau tidak bisa 
membawa istrinya keluar dari pulau tersebut dikarenakan oleh tradisi adat yang 
masih berlaku di pulau itu. Beliau bercerita bahwa bukan dia tidak bisa membawa 
istrinya ke luar pulau melainkan karena sudah menjadi ketentuan adat yang 
ditetapkan di pulau itu bahwa setiap yang ingin menikahi orang Bajo harus tinggal 
di pulau itu.  
Kepercayaan dari suku Bajo bahwa ketika perempuan Bajo yang ingin 
keluar dari pulau itu maka dia akan sakit yang tak bisa ditentukan berapa lamanya  
ketika mereka tidak menyentuh air asin. Dan sampai sekarang adat itu masih 
berlaku sampai sekarang.
5
 
 Adapun dalam suku Bajo terdapat beberapa adat salah salah satunya 
adalah adat perkawinan yang dikenal dengan nama Botteh. Botteh dalam proses 
pelaksanaanya tidak jauh berbeda dengan proses perkawinan pada umumnya yang 
sesuai dengan syaria‟at islam antara lain proses adalah :  
 
                                                             
5 Salim Van Gobel, Kepala Seksi Pemerintahan, Wawancara, Di Desa Kabalutan, 08 Mei 
2019.  
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1. Massuro  
Proses pertama adalah lamaran atau yang dalam bahasa Bajonya yaitu 
massuro. Massuro tidak jauh berbeda dengan lamaran pada umumnya yakni 
dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang 
didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.  
2. Sibukke  
Kedua, musyawarah yang dalam bahasa Bajonya sibukke atau 
membicarakan kembali kesepakatan-kesepakatan sebelumnya seperti biaya 
pernikahan dan mahar.  
3. Madutai  
Ketiga, pemberian mahar yang dalam bahasa Bajonya yaitu madutai, 
adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati 
calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon 
suaminya.  
4. Kurintinigi  
Keempat, malam daun pacar atau yang biasa disebut membersihkan diri 
yang dalam bahasa Bajonya yaitu kurintinigi. Proses ini dilakukan pada malam 
hari tepat sebelum hari pernikahan.  
5. Law Pabbotengang 
Kelima, akad nikah atau yang dalam bahasa Bajonya yaitu Law 
Pabbotengang dan Resepsi. Law Pabbotengang adalah kesepakatan antara kedua 
belah pihak untuk membentuk suatu keluarga. 
6. Resepsi  
Keenam, resepsi adalah suatu acara atau tanda terima kasih dan rasa 
syukur. Dalam suku Bajo resepsi terbagi menjadi dua yaitu, resepsi siang dan 
60 
 
 
 
malam. Kalau yang siang di peruntukan untuk orang tua sedangkan yang malam 
di perutukan untuk anak muda atau yang biasa orang Bajo sebut muda mudi.  
7. Namarola  
Ketujuh, kunjungan balasan mempelai wanita kerumah mempelai laki-laki 
atau dalam bahasa Bajo yaitu namarola. Pihak mempelai wanita dalam 
melakukan kunjungan tersebut membawa beberapa pemberian yang akan 
diserahkan pada pihak laki-laki.  
Dewasa ini, interpretasi yang muncul dalam pemahaman sebagian orang 
Bajo tentang pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang 
termasuk pembiyaan dalam perkawinan masih kurang. Dalam adat perkawinan 
suku Bajo khususnya di desa Kabalutan, terdapat  istilah pemberian yaitu gindes. 
Pemberian Gindes (kain putih) kepada calon wanita masyarakat Bajo di 
desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi 
Tengah merupakan salah satu tahap dalam tradisi adat Botteh perkawinan suku 
Bajo. Jika yang ingin dipinang itu masih gadis maka Gindes yang dibawa oleh 
calon mempelai laki-laki tersebut panjangnya sekitar 20 m. Tetapi, kalau yang 
dipinang adalah seorang janda maka panjang Gindes itu hanya 10 m. Arti dari 
ditentukannya panjang Gindes tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada 
calon mempelai wanita. Kemudian Gindes itu dikalungkan di leher calon 
mempelai pria. Dan Gindes diberikan kepada calon mempelai wanita saat sudah 
tiba hari H proses pemberian mahar.
6
 
C. Proses adat Botteh suku Bajo ditinjau dari Hukum Islam 
Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemelukNya 
yang akan memasuki jenjang perkawinan, lengkap dengan tata cara atau aturan-
aturan Allah swt. Sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah, tidak akan 
                                                             
6
 Hanisa Ndoden, Wiraswasta,Wawancara, Di Desa Kabalutan, 08 Mei 2019.  
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memilih tata cara yang lain.Namun kenyatannya di masyarakat kita, hal ini tidak 
banyak diketahui orang. Bahkan mereka memiliki cara tersendiri yang telah turun 
temurun dilaksanakan. 
Dalam masalah perkawinan sesungguhnya Islam telah mengatur 
sedemekian rupa. Dari mulai bagaimana mencari calon pendamping hidup sampai 
mewujudkan sebuah pesta perkawinan. Walaupun sederhana tetapi penuh berkah 
dan tetap terlihat mempesona. Islam juga menuntun bagaimana memperlakukan 
calon pendamping hidup setelah resmi menjadi sang penyejuk hati. 
Perkawinan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan adat 
dan kebudayaan mayarakat di Indonsia khususnya pada Desa Kabalutan 
Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam pelaksanaan perkawinan 
masyarakat Suku Bajo khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una memiliki tradisi 
tersendiri yang menyangkut tentang perkawinan. Mulai dari menentukan 
pasangan hidup sampai dengan terwujudnya satu pesta perkawinan. Dalam 
pelaksanan tradisi perkawinan Suku Bajo terdapat tahap-tahap yang wajib 
dilakukan oleh masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan. Jika salah satu 
tahap tersebut tidak dilaksanakan maka perkawinan itu dinilai kurang sempurna 
bahkan dapat mengakibatkan batalnya perkawinan dikarenakan pemahaman 
masyarakat masih kurang mengenai agamanya. Dan dibalik tahap-tahap tradisi itu 
semua hal memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Salah satu tradisi dalam 
masyarakat Suku Bajo yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang Adat Botteh 
di Suku Bajo. 
Di desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una 
khususnya masyarakat Suku Bajo berasal dari  pendatang luar pulau, kemudian 
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adat yang menyentuh daerah ini juga tidak sama dengan Suku Bajo yang ada di 
daerah lain
7
  
Tradisi perkawinan di Suku Bajo tidak bertentangan dengan syariat Islam, 
namun ada satu proses yang tidak terdapat dalam syariat Islam tetapi menjadi 
suatu syarat mutlak yang menjadi kewajiban bagi suku Bajo khususnya bagi calon 
mempelai pria, yaitu membawa Gindes. 
Gindes merupakan kain putih yang harus di bawah bersamaan dengan 
pemberian mahar. Pemberian Gindes adalah sebagai penghormatan bagi mempelai 
perempuan. 
Gindes dalam perkawinan di desa Kabalutan Kecamatan Talatako 
Kabupaten Tojo Una-Una adalah sudah menjadi tradisi. Karena dalam prakteknya 
hal tersebut merupakan kewajiban dan harus dipenuhi. Gindes lebih mendapatkan 
perhatian dan di anggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran 
jalannya proses perkawinan.  
Agama islam tidak membeda-bedakan manusia satu sama yang lain tidak 
ada perbedaan status sosial dan kondisi seseorang. Semua sama dimata Allah 
mempunyai derajat dan kedudukan yang sama. Yang membedakannya adalah 
ketakwaan.  
 Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan 
kenyataan bahwa adat kebiasaan telah mendapatkan peran penting dalam 
mengatur hubungan sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat sebagai tatanan 
yang telah disepakati oleh masyarakat yang tidak tertulis tapi tetap di patuhi 
karena dirasakan dengan kesadaran hukum sendiri. Sebelum Nabi Muhammad 
saw diutus, adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai 
penjuru dunia. 
                                                             
7 Hanisa Ndoden, Wiraswasta, Wawancara tanggal 8 Mei 2019  
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 Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari 
masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan 
dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak 
sejalan dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai dengan ajaran Islam. 
Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya 
selama tidak bertentangan dengan Syari‟at Islam dan kebiasaan tersebut telah 
menjadi suatu ketentuan yang harus dilakukan dan dianggap sebagai aturan yang 
harus ditaati. 
 Adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam jika memenuhi syarat 
sebagai berikut: 
1. Tidak bertentangan dengan nash 
2. Apabila adat itu telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan 
berkembang dalam masyarakat. 
3. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat 
Adat dan kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan 
perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus 
menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial 
kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia menjadi dasar setiap 
macam hukum. Maka sudah menjadi kewajaran apabila terjadi perubahan hukum 
karena disebabkan perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala 
masyarakat itu sendiri. 
Kebanyakan masyarakat Suku Bajo dalam menjalankan kebiasaan 
memberikan Gindes tidak merasa terbebani dan tidak menganggap itu merupakan 
sesuatu hal yang buruk, sehingga hal ini sudah dianggap kebiasaan baik yang 
memang harus ditunaikan bagi para pihak yang akan menikahi gadis suku Bajo.  
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Adat yang dikenal baik dan dijalankan secara terus menerus dan berulang-
ulang serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak bisa diharamkan baik oleh 
Islam maupun hukum yang berlaku.Dalam Islam, setidaknya ada 5 hukum syara‟ 
yang disepakati yaitu wajib, haram, makruh, mubah, dan sunnah. Penjelasannya 
adalah sebagai berikut: 
 Wajib, yakni sebuah tuntutan yang pasti untuk mengerjakan 
perbuatan. Apabila dikerjakan mendapat pahala, sedangkan bila 
ditinggalkan maka berdosa. 
 Sunnah, yakni sebuah anjuran mengerjakan yang sifatnya tidak 
pasti. Apabila dikerjakan mendapat pahala, namun apabila tidak 
dikerjakan tidak berdosa. 
 Mubah, artinya boleh dikerjakan juga ditinggalkan. Apabila 
dikerjakan atau ditinggalkan tidak apa-apa, tidak mendapatkan 
pahala dan dosa. 
 Makruh, yakni sebuah tuntutan yang tidak pasti untuk 
meninggalkan perbuatan tertentu, apabila dikerjakan tidak apa-apa, 
namun bila ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan dipuji. 
 Haram, yakni tuntutan yang pasti untuk meninggalkan sesuatu. 
Apabila dikerjakan oleh seseorang mukallaf maka mendapatkan 
dosa, namun bila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. 
Sebagaimana yang telah dijelaskan dimuka bahwa masyarakat desa 
Kabalutan kecamatan Talatako kabupaten Tojo Una-Una mempunyai budaya 
yang begitu banyak, akan tetapi di samping mereka tetap membudayakan adat 
istiadatnya, mereka tetap meyakini Allah dan Rasulnya dibuktikan dengan 
keyakinan mereka dalam beribadah kepada-Nya. hal ini menandakan bahwa 
Agama Islam dilaksanakan secara utuh di dalam segala tingkah lakunya, baik 
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yang berhubungan dengan sesama makhluk maupun yang berhubungan dengan 
penciptanya. 
Agama merupakan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, dan 
hubungan tersebut mengandung kewajiban-kewajiban yang bersifat keagamaan 
seperti, cinta, percaya kepadanya dan melaksanakan segalah perintanya. 
Namun sebagai masyarakat yang memiliki adat dan budaya, maka dalam 
setiap tingkah laku kehidupannya tidak bisa terlepas dengan nilai-nilai luhur 
budaya bangsa, selama nilai-nilai budaya sedikit bertentangan  dari pada nilai-
nilai yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Oleh karena itu didalam 
pelaksanaan Adat perkawinan masyarakat Desa Kabalutan kecamatan Talatako 
Kabupaten Tojo Una-Una. Nilai-nilai adat sangat diutamakan tapi bukan berarti 
melupakan sepenuhnya nilai-nilai ajaran Islam, walaupun ada bebarapa kegiatan 
dalam proses perkawinan yang sedikit bertentangan ajaran Islam, akan tetapi 
bukan berarti tidak mematuhi nilai-nilai Islam hanya saja ada kekeliruan. Ini 
terbukti bahwa masyarakat di daerah melaksanakan rukun dan syarat-syarat 
sahnya perkawinan Berdasarkan hukum Islam. 
Dalam hal ini sejalan dengan pandangan prof. Dr. H. Hilman Hadikusuma, 
mengatakan sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat 
di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung kepada agama yang 
dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan 
menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut 
hukum adat.
8
 
Dengan demikian kedua sistem hukum itu saling mempengaruhi antara 
satu sama lainnya dan mempunyai makna yang cukup mendalam. Artinya hukum 
Islam dan hukum adat tidak dapat dipisahkan karena erat sekali hubungannya. 
                                                             
8
 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia  (Cet III; Bandung:  CV. Mandar 
Maju, 2007)  h. 27. 
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Mahadi mengatakan, hukum adat dapat digunakan sebagai dasar untuk 
mengambil suatu keputusan. Namun yang dipergunakan itu tentulah bukan hukum 
adat yang bertentangan dengan hukum  Islam (contra legem) tetapi terbatas pada 
hukum adat yang serasi dengan asas-asas hukum Islam.
9
 
Dari keterangan tersebut di atas menunjukkan bahwa ketentuan adat  
perkawinan masyarakat Desa Kabalutan kecamatan Talatako Kabupaten Tojo 
Una-Una sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan Islam, namun ada beberapa 
yang mungkin ada kekeliruan sehingga bertentangan dengan hukum Islam. 
Artinya jika perkawinan itu sudah sah menurut hukum Islam, maka sudah sah 
pula menurut hukum adat. 
Dalam kaitan dengan masyarakat Kecamatan Desa Kabalutan kecamatan 
Talatako Kabupaten Tojo Una-Una yang  segala kegiatan khususnya upacara adat 
perkawinan akan selalu mengikuti cara-cara yang telah disyari‟atkan dalam ajaran 
agama Islam. Pendeknya pelaksanaan perkawinan Adat masyarakat Desa 
Kabalutan kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una adalah tidak 
bertentangan dengan pelaksanaan perkawinan dalam Islam menurut para tokoh 
adat. 
Namun dalam Prakteknya selalu saja ada hal-hal yang menurut penulis 
bertentangan Karena sepertinya menyalahi aturan dari syariat itu sendiri, yaitu : 
“Kisahnya yang menikahi perempuan orang Bajo Pihak Laki-laki 
tidak bisa membawa istrinya keluar dari pulau tersebut dikarenakan oleh 
tradisi adat yang masih berlaku di pulau itu. Beliau bercerita bahwa 
bukan dia tidak bisa membawa istrinya ke luar pulau melainkan karena 
sudah menjadi ketentuan adat yang ditetapkan di pulau itu bahwa setiap 
yang ingin menikahi orang bajo harus tinggal di pulau itu, kalaupun adat
                                                             
9
 Muhammad  Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia 
(Jakarta: Rajawali Pers, 1990)  h. 206. 
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itu di langgar, maka istrinya sakit yang hanya bisa disembuhkan dengan 
sentuhan Air Asin di pulau itu”  
Hal  diatas dapat bertentangan dengan Hak Suami ke Istri, dalam Islam 
sudah kita kenal dengan masyhur bahwa Suami memiliki hak kepada istri setelah 
akad di laksanakan, Salah satunya Ketaatan Istri mengikut ke suaminya Selama 
dalam ketaatan yang sesuai dengan Koridor Agama. 
Dalam rumah tangga, seorang istri memiliki hak yang seimbang dengan 
kewajibannya. Namun, sebagai pemimpin keluarga, suami memiliki hak yang 
lebih tinggi satu tingkatan dibandingkan istrinya. Allah SWT berfirman dalam 
surat Al Baqarah (2); 228: 
                                
Terjemahnya:  
“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya 
menurut cara yang ma‟ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu 
tingkatan yang lebih daripada istri-istrinya.”10 
Ayat di atas menetapkan hak masing-masing suami istri satu atas lainnya, 
dan memberikan kekhususan derajat yang lebih kepada suami atas istrinya karena 
beberapa hal tertentu yang dimilikinya. 
Merujuk ayat di atas, maka hukum taat kepada suami  bagi seorang istri 
adalah wajib sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Seorang istri haruslah 
memahami bahwa ketaatan seorang istri kepada suaminya merupakan salah satu 
dari ciri-ciri istri shalehah. 
Kewajiban Suami kepada Istrinya ataupun Hak Istri kepada Suaminya itu 
seimbang, maka sejatinya seorang istri memang tidak boleh untuk melawan 
suaminya. Sebagaimana disampaikan oleh ayat, Sebab itu maka wanita yang 
                                                             
10
 Mushaf  Dan Terjemahan Tajwid Warna Standar Kemenag RI, At Tanzil (Jawa Tengah 
: Madina Qur‟an), h. 36. 
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saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak 
ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu 
khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di 
tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, 
maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, maka bisa 
dipahami bahwa wanita tidak boleh untuk melawan suaminya. 
Istri yang melawan suami ini tentu saja kerangkanya bukan pada suami 
yang berlaku sewenang-wenang dan melakukan kemaksiatan. Ketaatan ini adalah 
dalam rangka menegakkan perintah Allah, dan juga melaksanakan perintah Allah. 
Wanita-wanita jahiliah di masa lalu sering kali melakukan kejahiliahan 
dan kemaksiatan, untuk itu jika suaminya memberi tahu dan melarangnya untuk 
berbuat jahil, maka ia pun harus mengikutinya. Kerangka berpikir ini bukan hanya 
sekedar taat pada suami. Melainkan harus ada pertanyaan lagi: Suami yang seperti 
apa, suami yang melaksanakan tanggung jawab apa, dan konteks seperti apa. 
Akan Tetapi dalam berlangsungnya waktu, Adat tersebut sudah jarang di 
laksanakan, yang menurut Peneliti ada beberapa penyebabnya: 
1. Pendekatan Persuasif yang di laksanakan Oleh Pemerintah Setempat 
itu sudah memberikan dampak Positif kepada Masyarakat Kabalutan 
2. Sosialisasi dalam hal ini Tokoh Agama dalam Acara Keagaamaan atau 
Acara Adat itu sudah Maksimal 
3. Adanya Kesadaran terendiri dalam Masyarakat
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BAB V  
PENUTUP  
A. Kesimpulan 
Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka 
penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:  
8. Proses Pelaksanaan adat Istiadat pada Masyarakat Talatako Kabupaten 
Tojo Una-Una Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Bajo ada tiga 
hukum yang mengatur yaitu hukum agama, hukum positif, dan hukum 
adat. Adapun dalam suku Bajo terdapat beberapa adat salah salah satunya 
adalah adat perkawinan yang dikenal dengan nama Botteh 
(Perkawianan). Botteh dalam proses pelaksanaanya tidak jauh berbeda 
dengan proses perkawinan pada umumnya yang sesuai dengan syari‟at 
islam antara lain:  
a. Massuro 
b. Sibukke 
c. Madutai  
d. Kurintinigi  
e. Law Pabbotengang 
f. Resepsi  
g. Namarola  
9. Adat Perkawinan suku Bajo di desa Kabalutan pada umumnya tidak 
bertentangan dengan syari‟at Islam. Namun, ada satu proses 
perkawinan yang tidak terdapat dalam syari‟at Islam tetapi menjadi 
suatu syarat mutlak yang menjadi kewajiban bagi suku Bajo 
khususnya bagi calon mempelai pria, yaitu membawa Gindes. Gindes 
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adalah kain putih yang harus di dibawa  bersamaan dengan pemberian 
mahar. Pemberian Gindes adalah sebagai penghormatan bagi 
mempelai perempuan. Gindes dalam perkawinan di desa Kabalutan 
Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una adalah sudah menjadi 
tradisi. Karena dalam prakteknya hal tersebut merupakan kewajiban 
dan harus dipenuhi. Gindes lebih mendapatkan perhatian dan di 
anggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya 
proses perkawinan.  
B. Implikasi Penelitian  
Implikasi yang akan penyusun berikan secara umum untuk masyarakat di 
Desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagai 
berikut: 
1. Melakukan pendekatan persuasif, yaitu melakukan pendekatan 
secara door to door perlahan kepada masyarakat setempat 
terutama kepala adat, maupun permerintah.  
2. Dewasa ini unsur-unsur dan nilai-nilai mulai tidak tampak 
sehingga kurang dikenal dan dihayati oleh generasi muda. Oleh 
karena itu, nilai yang penuh adat/budaya dan relegius serta etnis, 
perlu digali dan dikembangkan supaya generasi muda 
melestarikannya.  
3. Bagi Fakultas Syari‟ah dan kampus pada umumnya, hendaknya 
lebih intens melakukan penelitian dibidang keagamaan agar 
menemukan jawaban atas tradisi-tradisi yang berjalan di 
masyarakat khususnya mengenai tradisi perkawinan dan informasi 
mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat tercover dalam 
dunia akademik. 
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PEDOMAN WAWANCARA  
Daftar Pertanyaan Wawancara Dalam Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap  
Adat Botteh Di Desa Kabalutan Kecamatan Talatako 
 Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah 
 
Objek Penelitian  :   
Hari/Tanggal   :  
1. Bagaimana proses pelaksanaan adat istiadat perkawinan pada masyarakat Talatako 
kabupaten Tojo Una-Una di desa Kabalutan? 
2. Bagaimana proses adat Botteh suku Bajo ditinjau dari Hukum Islam? 
 
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA HUMAN INFORMAN  
Nama     :   
Tempat Tanggal Lahir  : 
Pekerjaan/Jabatan   :  
1. Siapa Nama Asli Anda ? 
2. Apakah bapak/ibu mengetahui Filosofi dari adat Botteh (Perkawinan)? 
3. Bagaiaman proses adat Botteh (Perkawinan) di laksanakan? 
4. Apakah Bapak/ibu juga melaksanakan adat Botteh (Perkawinan) tersebut? 
5. Ketika adat Botteh (Perkawinan) itu di laksanakan, apakah menurut Bapak sesuai 
ajaran islam? 
6. Bagaimana Proses Pelaksanaan dari adat Botteh (Perkawinan) tersebut? 
 
 
7. Apakah Faktor-Faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan adat Botteh 
(Perkawinan)? 
8. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap adat Botteh (Perkawinan) pada 
Masyarakat Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una? 
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